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A. Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan 
 








ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث 
Śa ś 
es (dengan titik di  
atas) 
ج Jim j Je 
ح 
ḥa ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ 
Żal ż 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 








de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 







Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 









ََََََ|َا ...… ََُو َ
َ
 




































4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  َُ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  َي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah( ﯩ َُ ﻲ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 








7. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
B. Daftar Singkatan. 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.  = subhanahu wa ta ala 
saw.  = sallallahu alaihi wa sallam 
M  = Masehi 
H  = Hijriah 
QS  = Qur‟an Surah 
HR  = Hadits Riwayat 
SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 
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Skripsi ini berkenaan dengan salah satu hukum yang diajarkan dalam agama 
Islam yaitu mengenai Hukum Kewarisan Islam yang berjudul ″pemahaman 
masyarakat Islam terhadap pembagian harta warisan Islam di Kecematan Watunohu 
Kabupaten kolaka utara″ dan pada Pokoknya skripsi ini membahas terperinci  yaitu 
sejauh mana pemahaman masyarakat Islam terhadap Pembagian harta warisan Islam 
di kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka utara,dimana kita sebagai ummat 
manusia, semua akan kembali padanya, harta yang ditinggalkan oleh orang yang 
meninggal dunia tersebut telah diatur peralihannya dalam ajaran Islam, namun dalam 
setiap daerah tentu terdapat berbagai corak kesukuan yang mempengaruhi sisi 
kehidupan dilingkungannya, maka akan sangat terasa penting untuk membahas judul 
Skripsi ini.    
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Dimana Peneliti 
akan turun langsung kelapangan  melakukan   wawancara, observasi  terhadap pihak-
pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan tentang kewarisan tersebut 
terutama tokoh-tokoh Agama masyarakat yang berpengaruh,  serta penelusuran 
literatur ilmiah yang berhubungan dengan masalah kewarisan tentunya, dan 
menganalisis berbagai permasalahan yang timbul pada masyarakat terhadap maslah-
masalah waris mewarisi.  
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat Kecematan 
Watunohu Kabupaten Kolaka Utara sangat minim pengetahuan tentang kewarisan 
sehinggah sanggat mempengaruhi terhadap tindakan pembagian harta waris 
dilingkungan tersebut, bagi yang pahampun tentang kewarisan islam juga masih 
memilih membagi harta warisanya secara kekeluargaan dengan alasan kemaslahatan, 
begitupun dengan pihak yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris 
islam, lebih memilih membagi  harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan 
pendahulunya. ada beberapa faktor yang mempengaruhi mssyarakat tidak membagi 
harta warisannya secara Islam diantaranya, faktor kesadaran,faktor pendidikan dan 
faktor peranan pemerintah, 
 
Dari penelitan yang dilakukan, maka Peneliti berharap pemerintah dan tokoh 
agama turut andil dalam pengampil peranan penting terhadap membangkitkan 
kesadaran masyarat melalui penyuluhan hukum dan sebagainya. Dan peneliti 
berharap skripsi ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum, Tokoh Masyarakat 
maupun masyarakat dalam memahami dan memutuskan permasalah untuk 





BAB I  
PENDAHULUAN  
A.  Latar Belakang Masalah 
Keluarga merupakan unit terkecil dan yang merupakan sendi dasar susunan 
masyarakat. komposisi keluarga dalam masyarakat pada umumnya adalah monogami, 
khususnya pada masyarakat adat yaitu anggota inti keluarga rumah tangga,suami, 
istri, anak anak, naik anak laki laki maupun anak perempan. 
Suatu keluarga terbentuk dan sebuah perkawinan yaitu ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa Undang-undang  RI  No.1 tahun 1974  tentang Perkawinan. 
Menurut Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam. menyatakan bahwa perkawinan  adalah pernikahan yaitu aqad yang 
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. 
pewarisan akan terbuka jika terjadi kematian antara salah satu dari kedua orang tua 
(Berdasarkan KUHPerdataPasal 830). 
Didalam pembahasan  tentang kewarisan, maka ada 3 hal yang perlu 
diperhatikan yaitu  
1. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. 
2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan tersebut. 






Dengan meningganya seorang suami/istri maka terbukalah warisan atas 
seluruh harta kekayaan si peninggal seketika itu, mereka yang menjadi ahli waris 
berhak atas harta kekayaan itu sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan kata lain 
pewarisan merupakan suatu alasan  hak yang sah untuk berpindah hak atas suatu 
benda.  
Dewasa ini perkembangan zaman semakin maju dan berkembang. Adanya 
ketidak puasan terhadap bagian dan harta warisan yang diberikan dapat kita lihat 
dalam kehidupan masyarakat kolaka utara saat ini. Penulis menemukan beberapa 
permasalahan yang terjadi antara ahli waris dan saudara saudaranya  yang sering 
muncul akibat terkadang tidak seimbangnya dalam pembagian. Alasan ini pula 
yang melatar belakangi penulisan ini dilakukan.   
 Warisan dalam hal ini tidak terbatas pada harta kekayaan saja atau activa 
tetapi hutang piutang yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya yang kemudian 
ditinggalkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia yang kemudian warisan 
semua itu jatuh ketangan ahli waris yang tentunya sesuai dengan bagian masing 
masing. 
Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan 
masyarakat sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “hukum waris adat 
mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan 
bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya adapun sistem kekerabatan yang 
ada di indonesia yaitu (1) kebapaan patrilinear, Sistem ini menjadikan hanya anak 
laki-laki saja yang menjadi ahli waris dari bapak maupun dari ibunya masyarakat 
yang menganut sistem kebapaan adalah masyarakat tanahGayo, Alas, Batak, 
Ambon, Irian, Timur dan Bali
1 
(2) keibuan matrilinear, Sistem kewarisan keibuan 
menetapkan bahwa jika suami meninggal dunia maka ahli warisnya adalah 







saudara-saudara perempuanya bersama anak-anak mereka,sistem ini berlaku di 
kalangan mayarakat minangkabau, “pengaturan hukum kewarisan dalam sistem 
hukum perdata nasional”2(3) kebapak-ibuan parental, Dalam sistem ini tidak 
dapat pembedaan antara hak waris istri, anak-anak keturunanya baik laki-laki 
maupun perempuan,cucu laki-laki dan cucu perempuan. dalam sistem ini dikenal 
juga sistem pergantian tempat Hazairin menyebut sistem kewarisan yang 
demikian dengan istilah bilateral.
3 
sistem ini menurut Wirjono berlaku dikalangan 
masyarakat jawa, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh,  
Kalimantan, Sulawasi, Ternate dan Lombok.
4 
walaupun dalam bentuk kekerabatan 
yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama
.5 
Namun jika diliat dari sisi aturan dasar dan pembagian waris menurut 
Syariah Islam tidak ada hukum agama selain Islam yang memberikan rincian 
seperti yang dilakukan oleh Syari’ah Islam ini hukum kewarisan pada dasarnya 
berlaku untuk untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sunggupun demikian, 
corak suatu  negara atau daerah tersebut memberi pengaruh terbatas yang tidak 
dapat melampaui garis pokok ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. 
Hukum kewarisan dalam masyarakat sangat sangat dipengaruhi oleh 
sistem sosial yang dianut oleh masyarakat dengan corak masyarakatnya yang 
bercorak kesukuan. Ciri-ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya 
yang mapan, karena budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum 
dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut.dibutuhkan sikap 
terbuka dalam  masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan 
                                                          
2
Majalah BPHN nomor 1,Jakarta, 1989, h .30. 
3
Sudarsono, hukum kewarisan dan sistem Bilateral (Jakarta : Rineka Cipta,1991 ), h. 174. 
4
Wirjono Prodjodikoro, hukum kewarisan di Indonesia(Bamdung: t.np 1989),h. 17.  
5







keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, batasan pokok 
prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan 
sebaliknya.
6
 Namun yang menariknya kekuatan hukum adat (hukum 
kekeluargaan) masyarakat kebanyakan didaerah-daerah selalu menjadi ukuran 
baku dalam sistem hukum kewarisan yang diberlakukan dalam lingkungan 
masyarakat atau daerah. Tidak terkecuali pada masyarakat didaerah Watunohu 
Kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Secara kultural masyarakat 
Kabupaten Kolaka Utara  termasuk yang memiliki sifat religius cukup tinggi. Hal 
ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti 
madrasah, Aliyah dan forum-forum kajian seputar Islam dan tidak ketinggalan 
ibu-ibu pengajian akan tetapi di satu sisi sebagian besar warganya masih 
memegang teguh adat dan kebiasan yang telah turun temurun dilakukan,hal ini 
mencakup hampir segalah bidang termasuk dalam kewarisan, pembagian harta 
warisan dilakukan sebelum meninggalnya pewaris, dan apabila telah meninggal 
namun belum jelas pembagian yang dilakukan maka pembagian harta  
Warisan dilakukan oleh saudara tertua karna adanya aggapan bahwa 
saudara tertualah yang mempunyai hak membagikan harta warisan yang 
ditinggalkan oleh orang tua dengan cara bermusyawarah dengan para ahli 
waris.
7
dan tidak sedikit pula orang tua yang membagi hartanya kepada 
keturunannya sebelum ia meninggal dunia, dengan alasan untuk menghindari 
terjadinya perselisihan diantara keturunnanya.  
Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian: 
“Bagaimana Pemahaman Masyarakat  Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam 
Di Desa Watunohu’’ ditinjau dari segi hukum waris adat desa Watunohu 
                                                          
6
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Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki garis keturunan parental dan bagaimana 
pula pandangan hukum Islam dikaitkan dengan hukum adat di Kolaka Utara.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: 
“Bagaimana  Pemahaman masyarakat  terhadap pembagian harta warisan Islam di 
daerah KecematanWatunohu Kolaka Utara’’? Dari permasalah tersebut di atas, 
maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di KecematanWatunohu ? 
2. Bagaimana Problematika  pembagian  harta warisan di daerah penelitian? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Untuk menghindari adanya persepsi lain terhadap judul Skripsi ini penulis 
akan menuliskan definisi oprasional di bawah ini: 
a. Dengan melihat kenyataan di Indonesia bahwa mayoritas penduduknya 
beragama Islam sedangkan Islam sebagai syariah yang lengkap melalui Al-
Quran dan hadist, akan tetapi dari segi praktek pembagian warisan masih 
terhambat oleh sistem kewarisan yang berasal dari nenek moyang  dalam setiap 
daerah, sehinggah akhirnya akan menjadi tumpang tindih antara hukum Islam 
dan hukum adat yang berlaku dalam setiap daerah. 
b. Pelaksanaan hukum waris di daerah Kolaka Utara masih dipengaruhi oleh 
hukum adat hal ini dapat dibuktikan dengan kecendrungan masyarakat 
khususnya masyarakat muslim yang menyelesaikan masalah yang timbul 
akibat dari pembagian harta warisan di serahkan kepada Tokoh-Tokoh 






c. Eksisitensi hukum waris terhadap konsepsi Syariah Islam, merupakan suatu 
persoalan yang sangat penting. hal ini terbukti banyaknya ayat-ayat Al-Quran 
dan Hadits Nabi Saw. yang merupakan sumber utama Syariah Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Pemahaman: Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya suatu 
kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau 
menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 
diterimahnya.  
b. Masyarakat: sejumlah orang  yang bertempat tinggal diwilayah tertentu yang 
tersusun oleh sistem dan mempunyai struktur, kebudayaan sendiri, dan dapat 
mempersiapkan penerusan adanyaanggota bergenerasi
.8
 
c. Pembagian harta warisan: pembagian harta warisan adalah proses pewarisan, 
berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidupdan 
pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.
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d. Kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara: suatu daerah terletak di 
Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Kolaka Utara Kecematan 
Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara yang masih terbilang baru Hasil 
pemekaran dari  Kolaka dan sangat berkembang pesat. 
D. Kajian  Pustaka 
Dalam penelitian ini, referensi yang penulis gunakan masih sangat terbatas 
namun yang menjadi acuan adalah buku buku antara lain: 
1. Marianti dalam skripsinya “Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum 
Kewarisan Islam di Kecematan Somba Opu Kabupaten Gowa,  skripsi  
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“Masyarakat”Wikipedia  the  freeen cyclopedia. https ://id. M .wikipedia. org/wiki/ 
masyarakat   (januari 2016). 
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(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2010)  membahas tentang sejauh mana masyarakat 
menerapkan hukum kewarisan Islam dalam kehidupannya. Dalam penelitian 
mariati ia menggunakan teknik penelitian Kuantitatif dimana menggunakan 
populasi dan sampel dan dikelola melalui analisis statistik, yang berbeda 
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan menggunakan teknik 
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum 
empiris ialah dimana usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat 
hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dimasyarakat.dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilapangan.
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2. Wasis Ayib Rosida. Dalam skripsinya yang berjudul: “Praktek Pembagian 
Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecematan Pleret Kabupaten 
Bantul Yogyakarta yang membahas lebih rinci peranan pengaruh hukum adat 
dan pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di 
Wonokromo.  Dalam halini karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Wasis Ayib 
Rosida berfokus pada peranan hukum adat terhadap pembagian harta warisan 
dalam suatu daerah. Namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan 
dilakukan penulis yang akan mengkaji problematika pemahaman masyarakat 
Islam terhadap pembagian harta
11 
warisan,dimana masyarakat Islam yang ada 
dalam daerah penellitian lebih cenderung kepada hukum kekeluargaan. 
3. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunnya Hukum Waris Adat 
dimana membahas tentang metode teori dan konseps isistem pewarisan 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ,2010). 
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dipandang dari segi adat dan nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu wilayah 
tertentu. Namun didalam buku ini tidak menejelaskan pengaruh-pengaruh 
masyarakat islam yang masih mempertahankan Adat kebiasaan yang tumbuh 
ditengah-tengah masyarakat seperti yang akan diteliti oleh penulis. 
4. Prof .Dr. H. ZainuddinAli, M.A. dalam bukunya Hukum Perdata Islam di 
Indonesia dalam buku ini menjelaskan segala persoalan yang berkaitan dengan 
pewaris, ahli waris  ,harta peninggalan, harta warisan, serta lebih mendetai 
ltentang pembagian harta warisan yang sangat relevan dengan karya tulis yang 
saya buat ini. 
E. Tujuan Dan Kegunaan  
1. Tujuan Penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di daerah Kecematan Watunohu 
Kabupaten Kolaka Utara dan bagaimana permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan hukum waris adat di daerah Watunohu Kecematan Watunohu 
Kabupaten Kolaka Utara dikalangan khususnya masyarakat muslim.  
b. Penulis ingin mengetahui Sejauh mana pemahaman masyarakat muslim 
terhadap pembagian harta warisan sesuai dengan Syariat. 
c. Serta bagaimana problematia  terhadap pembagian  harta warisan di kalangan 
Masyarakat Kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. 
2. Kegunaan Penelitian: 
a. Kegunaan ilmiah yaitu diharapkan dengan selesainya penulisan Skripsi ini, 
dapat berguna bagi penulis begitupula bagi pembaca, terutama terhadap 







b. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dengan terselesainya penulisan Skripsi ini, 
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah khasanah 
intelektual untuk masa depan yang lebih baik.  
c. Menjadi sumbangsih ilmiah yang berharga bagi utamanya Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan masyarakat luas untuk menanamkan 
persepsi bahwa sebenarnya maslah waris, urgensinya bukan hanya sekedar 
memelihara harta pusaka, akan tetapi sebagai amanah yang harus di tunaikan 
secara konkrit. 
d. Sebagai bahan acuan penelitian berikunya. 
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  BAB II 
TINJAUAN TEORETIS  
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Perdata 
Hukum waris  merupakan  bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.hukum 
waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap 
manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.akibat 
hukum yang selaanjutnya timbul, diantaranya  ialah masalah bagaimana pengurusan 
kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. 
penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur 
oleh hukum waris.  
Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.
1
dari pengertian ini 
dapatlah diketahui bahwa subtansi dari kewarisan Islam ialah pengaturan tentang 
peralihan milik dari simanyit (pewaris) kepada ahli warisnya.  
Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, 
terlebih dahulu perlu memahami istilah-istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. 
Istilah-istilah yang dimaksud ialah bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian 
hukum waris itu sendiri, seperti yang dapat disimak berikut ini: 
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Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang 
yang telah meninggal dunia. 
2. Warisan; 
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. 
3. Pewaris; 
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan 
meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.  
4. Ahli Waris; 
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak 
menerima harta peninggalan pewaris. 
5. Mewarisi; 
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi 
harta peninggalan pewarisnya.  
6. Proses pewarisan; 
Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan 
pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.
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Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas , Hilman Hadikusumah dan 
bukunya mengemukakan bahwa “Warisan menunjukan harta kekayaan dari 
orang yang telah meninggal dunia, yang kemudian disebut pewairis, baik 
harta yang telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-
bagi”3 
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3





Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai 
dalam pasal 820 sampai sdengan 1130 KUHPerdata. 
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat 
1. Pengertian Hukum Waris Adat  
Hukum waris adat diambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa 
Indonesia ,dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata 
hanya menguraikan waris dalam tentang hubungan ahli waris tetapi lebh luas dari itu, 
hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistemdan azas-asas hukum 
waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara bangaimana harta waris itu 
dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. hukum waris 
adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi 
kepada keturunanya  
Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan yang mengatur cara 
penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari warisan 
kepada para warisnya. cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku 
sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. 
Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas 
disetiap berbagai daerah di Indonesia,yang tentunya berbeda dengan hukm Islam dan 
Hukum barat, sebab perbedaan terletak dari latar belakang berfikir alam fikiran 








2. Istilah Hukum Adat  
Kata adat berasal dari bahasa arab diartikan sebagai kebiasaan , baik untuk 
menyebut kebiasaan buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat 
islamiah). Setelah adat yang berasal dari bahasa arab ini diambil oleh bahasa 
Indonesia dan dianggap sebagai bahasanya sendiri, maka penegertian adat dalam 
bahasa Indonesia menjadi berbeda. 
Bahasa Indonesia mengartikan Adat  hanya bagi kebiasaan-kebiasaan yang  
baik saja, sehinggah seseorang yang melakukan kebiasaan yang baik disebut orang 
yang beradat atau  tahu di adat . sebaliknya, orang yang melakukan kebiasaan yang 
buruk ,dikatakan sebagai orang yang tidak beradat atau tidak tahu adat .
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3. Sifat Hukum Waris Adat  
Hukum waris Adat Harta warisan menurut waris adat tidak merupakan 
kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi 
atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta 
waris adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu dibagi-bagikan 
kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam waris islam 
atau warisan barat .  
Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan 
penguasaan dan pemiliknya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan, harta 
yang biasanya tidak dibagi milik bersama pewaris,ia tidak boleh dimiliki secara 
perseorangan, tetapi ia tidak dapat dipakai dan dinikmati . 
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Hukum waris adat tidak mengenal asas “legitieme partie” atau bagian 
mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan 
hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan sebagimana diatur dalam  
KUHPerdata pasal  913 atau di dalam Q.S Al-Nisa.  
Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-
waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut 
dalam alinea kedua dari KUHPerdata Pasal 1066 atau juga menurut hukum Islam, 
akan tetapi jika siwaris mempunyain kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia 
berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat 
menggunakan harta warisan dengan cara musyawarah dan bermufakat dengan para 
waris lainnya.  
4. Asas – asas Hukum Waris Adat  
a) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri  
Asas yang terkait dengan sila pertama pancasila, yaitu “ Ketuhanan yang 
Maha Esa”,  adalah sila setiap orang, setiap orang dan keluargayang yang percaya dan 
taqwa kepada tuhan maha pencipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 
Bahwa rejeki dan harta kekayaan manussia yang dapat dikuasai dan dimilikinya 
adalah karunia Tuhan . adanya harta kekayaan itu dikarenakan ada ridha tuhan , oleh 
karenanya setiap manusia berkewajiban bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa 
apabila manusia tidak bersyukur terhadapnya maka kehidupan manusia selanjutnya 
akan menderita kerugian atau mala petaka. 
Kesadaran bahwa tuhan yang maha esa maha mengetahui atas segala-
galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu, dapat menjatuhkan 





dan saling merebut atas harta warisan terjadinya perselisihan karena harta warisan 
akan memberatkan perajalanna arwah pewaris dialam diialam baka. Oleh karennya 
orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa akan selalu 
menjaga kerukunan dari pada pertentangan, terbagi atau tidak terbaginya harta 
warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup 
diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris. Dengan demikian 
pada umumnya sila Ketuhanan Yang  Maha Esa didalam hukum Islam adat 
merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat 
mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.  
b) Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak  
Terkait dengan sila kedua pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” 
ialah sila dimana setiap manusia itu harus diberlakukan secara wajar dalam 
memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga, pada hakikatnya tidak 
ada hakikanya waris yang satu berbeda dengan waris yang lain. Didalam proses 
pewarisan sila kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling cinta sehingga 
terwujudnya sikap untuk tidak bersikap sewenang-wenang didalam kepentingan satu 
sama lain, karna didalam hukum waris adat sesungguhnya bukan penentuan 
banyaknya yang harus diutamakan tetapi  kebutuhan dan kepentingan para waris yang 
dapat dbantu oleh adanya waris itu, dengan demikian dari sila kemanusiaan ini dapat 
ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan ha katas harta warisan Yang 
diberlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan.  
c) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan  
Terkait dengan sila ketiga “ Persatuan Indonesia” bahwa dalam persatuan ini 





kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan ditempatkan diatas 
kepentingan kebendaan peseorangan. Apabila pewaririsan yang akan dilaksanaakan 
akan berakibat timbulnya persengketaan maka tua-tua keluarga dapat bertindak 
menagguhkan pembagian harta warisan untuk terlebih dahulu menyelesaikan hal-hal 
apa yang dapat merusak persatuan dan kerukunan keluarga bersangkutan, persatuan 
kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya 
pimpinan yang berwibawa dan selalu apat bertindak bijaksana guna mempertahankan 
persatuan dan pemeliharaan hidup atas dasar musyawarah mufakat. pimpinan yang 
bijakasana dalam memgatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat 
menjadi contoh tauladan rumah-tanggahnya.  
Jadi dari sila persatuan ini maka didalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian 
tentang asas kerukunan , suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara 
hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai . 
d) Asas Musyawarah Mufakat  
Terkait sila keEmpat “Sila Kerakyatan” bahwa dalam kerakyatan ini dapat 
ditarik dalam mengatur atau  menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris 
mempunyai rasa tanggung  jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama 
berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Atas dasar tersebut dalam mengatur 
dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat 
memaksakan kehendak antara yang satu denga yang lainnya atau menuntut hak 
tanpa memikirkan kepentingan pewaris yang lain, jika terjadi silang sengketa antara 
para ahli waris maka semua akan turun menyelesaikan bersama dengan bijaksana 





dari sila kerakyatan ini dapat ditarik suatu Asas musyawarah dan mufakat 
kekeluargaan didalam proses pewarisan menurut hukum adat.  
e) Asas Keadilan Sosial  
Terkait sila keLima “ keadilan sosial” bahwa dalam keadilan ini dapat ditarik 
keadilan bagi seluruh anggota pewaris, baik ahli waris maupun seluruh yangb bukan 
karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain 
sebagainya menurut hukum adat setempat .  
Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia tentunya yang sifatnya 
bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas 
parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, 
dikarenakan  keadaan,  kedudukan,  jassa, karya dan sejarahnya; sehinggah 
walaupun seseorang bukan ahli waris namun wajar juga diperhitungkan untuk 
mendapatkan bagian harta warisan, misalnya wajar memberi bagian anak angkat, 
anak tiri, atau  kepada orang  yang berjasa, begitu pula kepada anak yatim piatu dan 
lain sebagainya.  
Dengan adanya rasa keadilan ini maka didalm hukum waris adat tidak berarti 
membagi pemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlah atau 
nilainya,tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan asas keadilan didalam 
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5. Pewaris Menurut Hukum Adat 
a. Sistem Keturunan  
Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam-macam 
agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan 
dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku 
sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem 
keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan 
hokum Adat. 
Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:  
1) SISTEM PATRILINIAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan 
wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, 
Nusa Tenggara, Iran). 
2) SISTEM MATRILINIAL, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
ibu,dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan 
pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano,Timor). 
3) SISTEM PARENTAL, Atau BILATERAL, yaitu sistem keturunan yang 
ditarik menurut garis orang tua atau menurut dua sisi (bapak- ibu) (Aceh, 
Sumatera timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.  
Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain  dikarenakan hubungan 
perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti ganti diantara sistem 
patrilineal dan matrilineal alternered. Dengan catatan bahwa besarnya pengaru 
kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan .
6
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Namun demikian disana sisni terutama dikalangan masyarakat di pedesaan 
masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan 
adatnya yang lama ,sehinggah apa yang dikemukakan Hazairi masih dampak 
kebenaran,iya mengatakan : 
“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran 
masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan Patrilineal, Matrilineal, 
parental atau bilateral”.  
Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk bentuk masyarakat adat 
kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap kekerabatan 
yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama, dikarenakan didalam 
sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, 
misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan, masyarakat adat  batak dan masyarakt 
adat lampung (beradat pepadun) menganut sistem keturunan parental tetapi 
dikalangan orang batak berlaku adat perkawinan manunduti yaitu mengambil istri 
dari satu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan dikalangan orang 
lampung berlaku adat perkawinan ngejut ngaku (ambil-beri) yaitu mengambil isteri 
dari dari sumber yang tertukar, satu masa kerabat pemberi wanita pemberi,dimana 
yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali, selanjutnya menurut 
hukum batak, jika tidak mempunyai keturunan lelaki berarti keturunan itu putus 
sedangtkan menuurut hukum adat batak berlaku pembagian harta warisan menjadi 








b. Sistem Pewarisan Individual 
Pewaris dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan 
dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau 
memiliki harta warisan menurut bagianya masing-masing. Setelah harta warisan itu 
diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki 
bagian harta warisanya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) 
kepada sesama waris ,anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.  
Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan 
pemiliknya secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta 
warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut 
tanpa dipengaruhi dengan anggota-anggota keluarga yang lain. 
Kelemahan dari sistem pewaris Individual ialah pecahnya harta warisan dan 
merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin 
memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Hal mana 
kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota 
keluarga pewaris. 
c. Sistem Pewaris Kolektip 
Pewarisan dengan sistem kolektip ialah dimana harta peninggalan diteruskan 
dan dialihkan  pemiliknya  pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan 
yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, melainkan setiap waris untuk 
mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. 
Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris 
diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang 





Sistem kolektip ini terdapat misalnya di daerah minahasa berlaku sistem 
kolektip atas barang (tanah)  kalakerang  yang  merupakan tanah sekerabat yang tidak 
dibagi-bagi  tetapi boleh dipakai untuk para anggota keluarga. status hak pakai 
anggota keluarga tidak boleh ditanami  diatasnya. 
d. Sistem Pewaris Mayorat  
Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem 
pewaris kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasanan atas harta yang 
tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai 
pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu 
sebagai kepala keluarga, Anak tertua dalam  kedudukannya  sebagai penerus 
tanggung  jawab orang tua yang wafat  berkewajiban mengurus keluarga dan saudara-
saudaranya sampai mereka berumah tangga dan beriri sendiri, setiap anggota waris 
mempunyai hak dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasainya atau 
memilikinya secara perseorangan.  
C. Tinjauan umum tentang Hukum Waris Islam  
1. Pengertian hukum kewarisan islam  
Hukum kewarisan islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara 
peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih 
hidup yang ketentuan- ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu ilahi yang 
terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw 
Dalam istilah Bahasa Arab disebut Faraa-id. 
7
 hukum kewarisan islam adalah hukum 
yang mengatur mengenai harta peninggalan dari seseorang yang didapat ketika masih 
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hidup dan setelah orang tersebut meninggal dunia harta itu menjadi itu keluarga yang 
ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.  
2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam  
Berdasarkan Al-Qur‟an, bahwa pada prinsipnya hukum  Islam bersumber pada 
penetapan allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalalm Al-Qur‟an dan kitab-
kitab suci terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), Penetapan 
Rasul Allah (berupa Hukum rasul baik dalam hukum  Negara dengan cara 
“berijtihad”. dalam artian mempergunakan logika untuk menetapkan suatu hukum 
yang didasarkan pada hukum Allah dan/atau hukum rasul) yang kesemuanya 
bermuara pada hukum Allah, yaitu Al-Quran itu sendiribentuk Hadits maupun 
Sunnah) dan penetapan Ulil Amri berupa. 
Adapun ayat-ayat Al-Quran  yang  mengatur  hukum  kewarisan  islam  Q S An-
Nisa/ 4 :7   
  اَسِّىِهنَو َنُىتَزَۡقۡلۡٱَو ِناَِدن ََٰىۡنٱ َكََزت ا َّم ِّم ٞةيَِصو ِلاَج ِّزهِّن َكََزت ا َّم ِّم ٞةيَِصو ِء
 َنُىتَزَۡقۡلۡٱَو ِناَِدن ََٰىۡنٱ اٗضوُزۡف َّم اٗثيَِصو ََُۚزثَك َۡوأ ًُۡىِم ََّمق ا َّمِم ٧  
Terjemahnya : 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu bapak dan kerabatnya ,baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang 
telah ditetapkan .  
1. Azbabul nuzul Q S Al-Nisa/ 4 :7 
Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa kebiasaan kaum  jahilia pada maasa 
itu tidak mmeberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang 
belum dewasa . ketika seorang ansar bernama aus bin tsabit wafat dan meninggal dua 





yaitu Khalid daan arfathah yang menjadi assbat 
8
 mereka kemudian mengambil 
semua harta peninggalananya maka datanglah ostri aus bin tsabit kepada rasulullah 
saw, untuk menerangkan kejadian itu rasulullah saw, bersabda‟‟ saya tidak tahu apa 
yang harus syaa katakatana „‟ maka turunlah ayat Q.S Al– Nisa /4:7  sebagai penjelas 
tentang waris dalam islams
9
 (diriwayatkan oleh abusysyaikh dan ibnu Hibban Kitab 
al-fara-idi (ilmu waris ) dari Al-kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari ibnu 
abbas) 
2. Tafsir Ayat  
Setelah ditetapkan hak-hak khusus bagi orang-orang  yang lemah, yakni anak 
yatim dan masa kawin wanita, pada ayat ini (Q.S An-Nisa/4:7) dijelaskan hak lain 
yang harus ditunaikan, dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sering kali di 
abaikan, yaitu hak-hak waris. Dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang sebelumnya 
memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita , dan 
kaum lemah, seakan-akan ada yang bertanya  ″dari manakah wanita dan anak-anak 
itu memperoleh harta″? Maka dapat diinformasikan dan ditekankan bahwa disini 
bagi anak laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan 
kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang akan di atur oleh allah swt. Setelah 
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Ketika mereka tidak berperan memberikan harta peninggalan kepada wanita 
dengan alasan bahwa mereka tidak ikut berperan secara khusus dan m andiri 
ayat ini menekankan bahwa bagi wanita baik dewasa maupunlaki-laki, ada 
juga hak berupa bagian tertentu, agar tidak trjadi kerancuan menyangkut 
sumber hak mereka itu ditekankan bahwa hak itu sama sumbernya dari 
perolehan lelakiyakni dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat mereka. 
lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta 
peninggalan itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang 
ditetapkan oleh yang maha agung allah swt. 
11
 
  Al-quran yang  mensyariatkan  pembagian  harta warisan (Allah Swt. Berfirman  
dalam Q S An-Nisa/ 4 :11.)  
 
 ُمُكيِصُىي  ُ َّللّٱ  ِّظَح ُمۡثِم ِزَك َّذِهن ۡۖۡمُكِد ََٰنَۡوأ  ِيف َِۚهَۡيَيثُوۡلۡٱ  َقَۡىف ٗء اَِسو َّهُك ِنَإف ِهَۡيَتىۡثٱ 
 َاَهَهف ٗجَدِح ََٰو َۡتواَك ِنإَو َۡۖكََزت اَم َاُثُهث َُّهَهَهف َُۚفۡصِّىنٱ  اَُمهۡى ِّم ٖدِح ََٰو ِّمُِكن ًِ ۡيََىَتِلَۡو
 ُسُد ُّسنٱ  ََزت ا َّمِم َك  ًَُن َناَك ِنإۥ  ُ ًَّن هَُكي ۡمَّن ِنَإف ََۚٞدنَوۥ  ًَُثِرَوَو َٞدنَو ۥ  ًِ ُِّمَِلِف ُياََىَتأ 
َۚ
ُُثهُّثنٱ 
 َن َناَك ِنَإف ُ  ۥً  ًِ ُِّمَِلِف ٞجَىِۡخإ َُۚسُد ُّسنٱ  ۡمُكُؤ َاتاَء ٍۗ هۡيَد َۡوأ  َاِهت يِصُىي ٖحَّيِصَو ِدَۡعت ۢهِم
 َُّيأ َنوُرَۡدت َلَ ۡمُكُؤ َاىَۡتأَو ُۡمه  َه ِّم ٗحَضيَِزف َۚاٗعَۡفو ۡمَُكن ُبَزَۡقأ ٍِۗ َّللّٱ  َِّنإ َ َّللّٱ  اًمِيهَع َناَك
 اٗميِكَح١١    
Terjemahnya: 
Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-
anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan ,dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih 
dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika 
anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang 
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ditinggalkan. dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam 
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika 
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian –
pembagian tersebut diatas ) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau  (dan) 
setelah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa yang dari mereka yang lebih banyak manfaat bagimu,ini 




1. Asbabul Nuzul  
Dalam riwayat ini dikemukankan bahwa rasulullah saw, disertai abu bakar 
berjalan kaki menengok jabir bin abdillah sewaktu sakit karena di kampung bani 
salamah, ketika itu didapatkannya dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian 
rasulullah meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanyan sehingga ia 
sadar. kemudian jabir berkata: apa yang tuan perintahkan  kepadaku tentang harta 
bendaku? maka turunnlah ayat ini ( Q.S An_Nisa 11 ) sebagai pedoman pembagian 




2. Tafsir Ayat  
Pada ayat yang lalu  Q.S an nisa 7 merupakan pendahuluan tentang ketentuan 
untuk mmberikan kepaada setiap pemilik hak-hak saat mereka jugga menegaskan 
bbahwa ada hak untuk anak laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari 
warisan ibu bapak dan kerabat mereka yang akan diatur oleh Allah swt maka pada 
ayat ini memerincikan tentang ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan 
bahwa allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka 
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untuk anak-anak kamu. Yang perempuan ataupun yang laki-laiki dewasa ataupun 
anak-anak yaitu: bagian seseorang anak laki-laki dari anak-anak kamu , kalau 
bersamanya ada anak perempuan ,dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama 
baginya untuk memperoleh warisan. 
 Setelah mendahulukan tentang hak-hak anak pada umumnya merreka lebih 
lemah dari orang tua, kini dijelaskan tentang hak ibu dan bapak karena merekalah 
yang terdekat kepada anak.  
Adapun hadis-hadis rasulullah yang menjelaskan hukum kewarisan islam dan 
pengalihan hak atas harta. 
1) Hadis rasulullah dari huzail bin syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, 
Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Abu musa ditanya tentang pembagian 
harta warisan seorang anak perempuan, Abu musa berkata : “untuk anak 
perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua .datanglah 
kepada Ibnu Mas‟ud tentu ia mengatakan seperti itu pula” kemudian 
ditanyakan kepada Ibnu Mas‟Ud dan iya menjawab: “saya menetapkan atas 
dasar apa yang telah ditetapkan oleh rasulullah, yaitu untuk anak perempuan 
seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya 
untuk saudara perempuan”  
2) Hadis rasulullah dari sa‟ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh bukhari. sa‟ad 
bin Waqqas berceritan sewaktu ia sakit keras, rasulullah mengunjuginya. Ia 
bertaya kepada Rasulullah: “Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan 
saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta 
saya . saya sedekahkan dua pertiga harta saya ?” rasulullah menjawab: Jangan 
!” kemudian bertanya lagi Sa‟ad: “bagaimanakah jika seperduanya? 
Rasulullah menjawab lagi: “Jangan !” kemudian bertanya lagi Sa‟ad: 
“Bagaimana jika sepertiga ?” rasulullah Bersabda: “Sepertiga, cukup banyak. 
Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan 
berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkanya dalam keadaan 
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3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 
Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatar 
belakangi ad anya suatu kewarisan tersebut, adapun beberapa asas-asas dalam 
kewarisan Islam yakni: 
Pertama, Asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan, prinsip ini didasarkan pada 
pandangan bahwa melaksanakan pembagian harta waris dengan sistem waris Islam, 
terlebih dahulu harus didahulukan dan didasarkan pada keimanan yang kuat kepada 
Allah dan Rasulullah saw., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat 
dalam al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dengan demikian, melaksanaka waris Islam, 
merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak di 
dasarkan pada keimanan, tidak ada seorang pun yang bersedia melaksanakan 
pembagian waris dengan sistem waris Islam. Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat 
tauhid la ilaha illa Allah, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang 
tergambar dalam pandangannya yang prinsipil tentang wujud Allah yang dituangkan 
dalam titik tolak dibawah ini: 
1. Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk 
menggantikan hukum waris kaum Jahiliyyah yang sesat dan menyesatkan. 
2. Hukum kewarisan adalah hukum Allah yang paling sempurnah dalam mengatur 
pembagian harta warisan menurut ketentuan yang berlaku. 
3. Hukum Kewarisan Islam tertuang dalam al-Qur‟an dan As-Sunnah dengan ayat-
ayat yang sempurnah, jelas, dan akurat. 
4. Ayat-ayat tentang Hukum Waris Islam adalah  ayat-ayat muhkamah. 
5. Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah 





6. Ketaatan kepada Allah dimanifestasikan dengan melaksankan ayat-ayat tentang 
waris. 
7. Mengamalkan Sunnah Rasulullah saw. sebagai betuk ketaatan kepadanya15 
Kedua, Asas Keadilan artinya keseimbangan anatara hak dan kewajiban, titik 
tolak dari kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak 
warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan 
perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makana keadilan bukan 
sama rata, melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan 
kewajibannya secara proporsional. Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan 
jumlahnya cukup banyak sehingga keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam 
hukum Islam. Keadilan dalam penegertian al-qisth  adalah persesuaia-persesuaian 
atau harmoni, yaitu: 
a. Persesuaian antara perbuatan dengan ucapan. 
b. Persesuaian antara Iman, ilmu dengan amal. 
c. Persesuaian antara kemestian dengan kenyataan atau antara  das sein dengan 
das sollen. 
d. Persesuaian dengan kehidupan manusia dengan pemenuhan hak dan keajiban. 
Ketiga, Asas persamaan atau prinsip persamaan merupakan prinsip yang lahir 
dari adanya prinsip kedilan. Prinsip persamaan didasarkan pada ayat-ayat al-Qur‟an. 
Masalah kewarisan Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria mendapat 
bagian sam dengan dua orang perempuan (An-Nisa‟ayat 176). Perempuan memproleh 
harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehinnga perbandingan satu bagian 
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dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang dengan ketidakadilan, 
melainkan jusrtu sebagai penyeimbang hak laki-laki dengan hak perempuan. Sebab, 
betapa pun besarnya kekayaan seorang isteri seorang suami tidak berhak 
menguasainya sedikit pun, kecuali atas dasar persetujuan yang mutlak dari isterinya. 
Suami tetap brkewajiban membiayai isteri yang seolah-olah isteri itu orang yang tidak 
memiliki apa-apa. Seorang isteri berhak mengadu ke Pengadilan Agama jika 
suaminya tidak member nafkah. Pandangan inilah yang menurut Sayyid Quthub 
dikatakan sebagai prinsip persamaan universal antara laki-laki dan perempuan 
termasuk masalah yang menyangkut tentag kewarisan. Hal inipun dipandang sebagai 
reformasi besar-besaran terhadap kebudayaan Jahiliyah yang memposisikan kaum 
wanita sebagai manusia yang lemah dan diberdayakan. 
Ke-empat, Asas bilateral dalam waris Islam, masalah ini berkaitan dengan 
sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa. Menurut 
Hazairin sebagaimana yang telah ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya 
Hukum Waris Adat, bahwa sistem hukum adat mempunyai corak tersendiri dari alam 
pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem 
keturunannya berupa patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral
16
 adalah 
sebagai berikut:  
1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak. 
Ini berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunannya kepada bapaknya, dan 
tidak berlaku jika dikaitkan kepada ibu. Misalnya penetapan wali nikah, maka 
yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, atau kakek kandung dari 
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calon mempelai dari wanita. Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, 
yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat 
laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan 
perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi 
generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung yang menarik 
garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih 
menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.
17
 
2. Sistem Matrilineal,  adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 
lansung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal. 
3. Sistem Parental (bilateral), yang menarik keturunan dari dua garis, yakni dari 
bapak dan dari ibu.
18
 
Hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit 
untuk mewujudkan keseragaman , Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, satu 
diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa “bidang 
hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang dianggap beradadiluar” 
bidang-bidang yang bersifat “netral” seperti hukum perseroan, hukum kontrak 
(perikatan) dan hukum lalu-lintas (darat air dan udara)
19
 Dengan demikian bidang 
hukum waris ini, termasuk “bidang hukum yang mengandung terlalu banyak 
halangan, adanya komplikasi-komplikasi Kultural, Keagamaan”.  
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Disamping itu beliau juga menyadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam 
pelaksanaan konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”. Diindonesia 
dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan 
masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui 
perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada 
diluar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan 
perundang-undangan atau kondifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu 
disebabkan upaya kearah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kesadaran masyarakat akan sebabtiasa mendapat kesulitan, mengigat 
keanekaragaman corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem 
kekeluargaan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Indonesia.  
Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas, 
hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya 
sipewaris, yang dimaksud hukumnya sipewaris adalah “Hukum waris mana yang 
berlaku bagi orang yang meninggal dunia”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal 
dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk  Indonesia,  maka yang berlaku 
adalah hukum waris adat.  
Dilain pihak masih ada hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
berdasarkan Kaidah-Kaidah agama, Khususnya Islam (Al-Quran) sehinggah apabila 
pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak 
daapat ditutupi dalam  beberapa hal, Beberapa hal mereka akan pergunakan peraturan 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kecematan Watunohu Kabupaten 
Kolaka Utara dengan objek penelitian dalam hal ini masyarakat Islam, Pilihan lokasi 
penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan penulis bahwa belum pernah ada 
yang melakukan penelitian berfokus pada Pemahaman Masyarakat Islam Terhadap 
Pembagian Harta Warisan di Kecematan Watunohu tersebut, yang Mempunyai 
Pelaksanaan Adat Yang beragam Dari Warisan Nenek moyangnya. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah (Field research kualitatif) yaitu 
penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatakan data yang diperlukan. agar 
dapat memberikan gambaran yang mendalam terhadap seseorang, kelompok, 
organisasi, untuk memberkan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai 
subjek yang diteliti, dengan demikian penelitian ini lebih mengutamakan 
menggunakan teknik Observasin Wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah 
Informan dari berbagai elemen Masyarakat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum 
empiris, pendekatan penelitian hukum empirisialah sebagai usaha mendekati masalah 
yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai  kenyataan yang hidup 





dilapangan dengan metode  dan teknik penelitian kunjungan kepada 
masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Penulis ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Masyarakat Islam Terhadap 
Pembagian Harta warisan Islam dan praktek pembagian Harta warisan pada 
Masyarakat Kecematan watunohu. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan atau 
data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada informan penelitian 
untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah ada tersedia berupa kepustakaan dan 
dokumen lainnya yang dengan masalah yang diteliti.
1
 
D. Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis mempergunakan 
beberapa metode seperti : 
Field research kualitatif, yaitu mengadakan pengumpulan data dengan terjun 
langsung di lapangan penelitian, dengan menggunakan teknik penyaringan data 
sebagai berikut: 
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1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung oleh objek yang 
diteliti diikuti dengan pencatatan terhadap semua gejala yang diteliti, termasuk 
mengamati masyarakat terhadap tindakan dalam praktek pembagian harta 
warisan di KecematanWatunohu.  
2. Wawancara, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi. Yaitu melakukan percakapan dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Dengan demikian wawancara 
dilakukan dengan pertanyaan yang “open ended” (wawancara yang 
jawabanya tidak terbatas pada satu tanggapan saja)   dan mengarah pada 
pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur
2
 Sehingga 
dapat dikontruksikan makna dari topik tersebut. Dalam hal ini peneliti akan 
melakukan wawancara dari berbagai elemen masyarakat.  
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental.Teknik pengumpulan data 
dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.Adapun dokumen yang 
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi  alat penelitian adalah peneliti itu 
sendiri sehingga peneliti harus  menyesuaikan antara data wawancara yang 
didapatkan dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. yaitu mengukur apa yang 
ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. 
 Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan  sebagai sumber data, dimana menggunakan daftar 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan informan untuk memperleh informasi dan data 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti . 
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku,observasi, 
dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkup. Memilih hal-hal 
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan 
sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan. 
Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data 
dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan pengambilan 
kesimpulan adalah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan. 
Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda 





telah diperoleh baik data primer, maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum 
empiris dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan 
menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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 BAB IV 
MASYARAKAT ISLAM DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
ISLAM DI KECEMATAN WATUNOHU KABUPATEN  
KOLAKA UTARA 
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Kecematan Watunohu Kabupaten 
Kolaka  Utara 
1.  Wilayah Geografis 
Daerah kecamatan watunohu merupakan salah satu kecamatan di 
kabupaten kolaka utara terletak di bagian utara yaitu melintang dari utara 
keselatan kira-kira 3˚15' LS- 3˚20' LS dan membujur dari barat ketimur antara 120 
˚57'30' BT - 121˚2'30' BT .  
Adapun batasan wilayah – wilayah kecamatan lasusua adalah sebagai 
seberikut : 
1) Sebelah Utara : kecematan pakue 
2) SebelahTimur : kecematan Ngapa 
3) Sebelah Selatan : Kecematan kodeoha 
4) Sebelah Barat : Teluk bone  
2. Luas Wilayah  
Kecamatan Watunohu mencakup wilayah dataran dan lautan karena 
karena terletak dipesisir pantai teluk bone. luas dataran kecamatan watunohu 
sebesar 85,61 km
2. 
Relief permukaan daratan kecematan watunohu sebagian besar 
berupa daratan yang merata hampir di seluruh wilayahnya dengan ketinggian ± 
5m dari permukaan laut. 





Tabel  I : Berikut data mengenai luas wilayah administrati  Kecamatan 
Watunohu serta jarak ke Ibukota Kecamatan berdasarkan Desa/Kelurahan 




Luas (KM²)  
 





Sapoiha  4,60  5,37 2,0 
7408041002 
Watunohu  5,10 5,96 0,0 
7408041003 
Lahabaru  8,58 10,02 1,5 
7408041004 
Sarona  18,02 21,05 3,0 
7408041005 
Tambuha  34,04 39,76 4,0 
7408041006 
Nyule  5,81 6,79 2,0 
7408041007 
Amaturu  6,11 7,14 3,0 
7408041008 








  Sumber : kantor camat Kecamatan Watunohu, 20 juli 2016 
3. Tofografi  
Kecamatan watunohu  yang keadaan wilayahnya terdiri dari daratan, 
pesisir dan pengunungan, jumlah desa secara administrasi kecamatan watunohu 
terdiri dari 8 desa. 
a. Desa watunohu  e. Desa sarona  
b. Desa lelehao f. Desa Tambuha  
c. Desa lahabaru g. Desa Nyule 
d. Desa sapoiha  h. Samaturu  
4. Demografisnya  
Kecamatan Watunohu terdapat 8 desa memiliki penduduk  jiwa. Untuk 












Jenis Kelamin  
Jumlah Laki-laki Perempuan  
1.  
Watunohu  592 525 1,117 
2.   
Lelehao  264 261 525 
3.  
Lahabaru  476 478 954 
4.  Sapoiha  
373 339 712 
5.  
Nyule  229 205 434 
6. 
Sarona  366 311 677 
7. 
Tambuha  707 672 1,379 
8. 
Samaturu   539 493 1032 
Jumlah 3,546 3,284 6,830 
  Sumber : kantor camat Kecamatan Watunohu,20 Agustus  2016 
5.  Pemerintahan 
Saat ini Wilayah Administrasi pemerintahan Kecamatan Watunohu 
dengan Ibu kotanya Watunohu terdiri dari 8 Desa. Desa Lelehao merupakan 
Desa yang terbilang masih baru diantara  8  Desa yang ada di Kecamatan 
Watunohu yang mengalami pemekaran  Sejak Tahun  2008 dari Desa induk 





Sejalan dengan semangat Pembangunan dalam Otonomi Daerah maka 
usaha pemerintah Kecamatan Watunohu dalam merealisasikan tujuan 
Pembangunan tersebut adalah dengan berupaya meletakkan sendi-sendi 
kehidupan Desa  yaitu masyarakat Desa yang mapan dari segi material, spiritual 
serta akhlak menuju masyarakat adil, merata, makmur dan sejahtera. 
Realisasi pelaksanaan Pembangunan Desa tahun 2015 disajikan pada 
Tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kecamatan berhasil 
menjalankan program Pembangunan Desa. Di tahun 2016 ini, dari seluruh Desa 
yang berada di lingkup Kecamatan Watunohu terdapat 3 Desa saja yang masih 
berstatus Swadaya, selebihnya 3 Desa dengan status Swakarya dan 2 Desa telah 
mencapai tingkat Swasembada. Dari 8 (delapan) Desa tersebut,  ada 7 desa 
dipimpin oleh kepala Desa Laki-laki dan 1 desa dipimpin oleh kepala desa 
perempuan yakni Desa Sorona. 
Tabel III:  Pembagian Daerah Administratif Kecamatan Watunohu 2015 
 







   7408041001 Sapoiha  Sapoiha  3 
   7408041002 Watunohu  Watunohu  3 
   7408041003 Lahabaru  Lahabaru  4 
   7408041004 Sarona  Sarona  3 
   7408041005 Tambuha Tambuha 4 
   7408041006 Nyule Nyule 3 





   7408041008 Lelehao  Lelehao  3 
Total    26  
  Sumber : Desa/Kelurahan Kecamatan Watunohu 20 juli 2016 
6. Pendidikan  
Sasaran Pembangunan Pendidikan dititik beratkan pada peningkatan 
mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang Pendidikan mulai dari 
Taman Kanak-kanak sampai kepada Perguruan Tinggi. 
Upaya peningkatan Pendidikan yang ingin dicapai tersebut agar 
menghasilkan manusia seutuhnya, sedangkan perluasan kesempatan belajar 
dimaksud agar Penduduk usia Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan 
sejalan dengan laju pertumbuhan Penduduk. 
Menyadari akan arti pentingnya Pendidikan tersebut Pemerintah telah 
melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan penyediaan sarana dan 
prasarana Pendidikan yang semakin memadai sehingga dapat memperluas 
jangkauan pelayanan dan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh 
Pendidikan. 
Salah satu indikatornya dapat dilihat pada Tabel. Dalam tabel tersebut 
diketahui bahwa banyaknya Sekolah, Guru dan Murid pada Pendidikan Taman 
Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Watunohu tahun ajaran 2014/2015 terdapat 8 
unit Sekolah dengan jumlah Guru 30 orang dan Murid berjumlah 388  murid. 
Sedangkan  tahun ajaran sebelumnya hanya terdapat 6 unit Sekolah dengan 
jumlah Guru 17 orang dan Murid 314 Murid. Hal ini berarti terjadi peningkatan 
jumlah unit Sekolah, demikian juga dengan jumlah Guru dan Murid baru 







7. Kesehatan dan Keluarga Berencana 
Pembangunan kesehatan di Kecamatan Watunohu dititik beratkan pada 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian pula halnya 
pelaksanaan program Keluarga Berencana diarahkan untuk menciptakan norma 
keluarga kecil bahagia sejahtera. 
Untuk mencapai sasaran Pembangunan sebagaimana tersebut di atas 
diarahkan baik di bidang kesehatan maupun di bidang keluarga berencana, 
selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 wilayah ini diupayakan 
pelaksanaan Pembangunan  sarana dan prasarana serta tenaga untuk pelayanan 
kesehatan dan Keluarga berencana sampai kepelosok Pedesaan. 
Pada tabel diketahui bahwa setahun terakhir  jumlah fasilitas kesehatan 
yang dapat digunakan masyarakat di Kecamatan Watunohu hanya terdiri 1 unit 
Peskesmas ditambah 1 unit Puskesmas Pembantu. Tenaga kesehatan (tenaga 
medis dan para medis) sebagaimana disajikan pada tabel tersebut menunjukkan 
bahwa mulai dari Dokter sampai kepada Dukun bayi terlatih untuk tahun 2015 
ini  terdapat 45 orang yang terdiri dari 5 orang Dokter, 9 orang Bidan, 13 orang 
perawat, 15 Orang tenaga kesehatan lainnya dan sisanya adalah dukun bayi 
terlatih 












1. FASILITAS         
a. Rumah Sakit - - - - 





c. Puskesmas Pembantu 2 2 2 2 
d. Puskesmas Plus - - - - 
e. Dokter Praktek 1 1 1 1 
f. Toko Obat - - - - 
          
2. TENAGA KESEHATAN         
a. Dokter - 2 1 1 
b. Apoteker 1 - - - 
c. Perawat - 4 4 13 
d. Bidan 4 2 3 9 
e. Tenaga Kesehatan Lain 2 9 10 15 
f. Dukun Bayi Terlatih 1 3 4 3 
  Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara 20 juli 2016 
8. Agama dan Kepercayaan 
Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa diarahkan usntuk menciptakan keselarasan dan kerukunan hubungan 
antara umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, 
hubungan manusia dengan penciptanya serta manusia dengan alam sekitarnya. 
Peningkatan mutu keagaman saat ini menjadi urgen untuk dilaksanakan. 
Kegiatan Pembangunan di bidang agama di Kecamatan Watunohu terus 
ditingkatkan seperti Pembangunan sarana Peribadatan, pembinaan umat 





Pembangunan di bidang ini sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian 
Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia, suatu masayarakat yang 
diharapkan dapat membangun dirinya, keluarga dan Daerahnya. 
Berdasarkan data Departemen Agama tahun 2015, dari 6.210 jiwa 
Penduduk Kecamatan Watunohu seluruhnya (99,91%) adalah pemeluk Agama 
Islam. 
Tabel V : Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa dan Kelurahan di 












Lelehao 1 - - - 
740804100
1 
Sapoiha 1 - - - 
740804100
2 
Watunou 1 1 - - 
740804100
3 
Lahabaru 1 - - - 
740804100
4 
Sorona 1 - - - 
740804100
5 
Tambuha 2 - - - 
740804100
6 
Nyule 1 - - - 
740804100
7 
Samaturu 1 - - - 













  Sumber: Desa/ Kelurahan Kecamatan Watunohu Utara, 20 juli 2016. 
9. Pertanian  
Bagian ini menyajikan data hasil Pembangunan khususnya sektor 
pertanian  meliputi penggunaan tanah, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, 
perikanan dan kehutanan.  
Jenis penggunaan tanah Tahun 2015 yang disajikan pada tabel meliputi 
jenis penggunaan tanah sawah, bangunan dan halaman sekitarnya, Tanah 
tegalan/Kebun, Tanah Ladang/huma, tanah padang rumput, Tanah Rawa yang 
ditanami, Tambak/Kolam/Empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, 
lahan tanaman kayu-kayuan, hutan negara, perkebunan dan tanah lainnya.  
Tanah yang masuk dalam wilayah perkebunan masih termasuk yang 
paling Luas di Kecamatan Watunohu yaitu seluas 2.046,07 Ha pada tahun 2015  
Luas wilayah perkebunan ini sedikit berkurang dibandingkan tahun 2014 yang 
mencapai 2. 136,30 Ha. Adapun rawa yang tidak ditanami dengan luas 134 Ha 
kini dimanfaatkan sebagai lahan tambakatau empang. 
10. Tanaman Pangan  
Dari sekian jenis tanaman bahan makanan yang diusahakan di daerah ini, 
dalam tabel hanya disajikan 8 jenis yang utama meliputi Padi Sawah, Padi 
Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah dan 
Kacang Hijau. 
Dalam tabel  juga disajikan Data perkembangan luas panen dan  produksi 
tanaman bahan  makanan yang diusahakan di Kecamatan Watunohu selama 






Tabel VI: Luas Panen dan Produksi Tanaman Bahan Makanan Menurut 
Jenis Tanaman 
Jenis Tanaman 2012 2013 2014 2015 
I. LUAS PANEN (Ha)         
   1. Padi Sawah  0 0 0 0 
   2. Padi Ladang 0 0 0 40 
   3. Jagung 7 7 7 27 
   4. Ubi Kayu 4 4 4 1 
   5. Ubi Jalar 2 2 2 1 
   6. Kacang Tanah 6 6 6 1 
   7. Kacang Kedele 0 0 0 1 
   8. Kacang Hijau 0 0 0 1 
          
II. PRODUKSI (Ton)         
   1. Padi Sawah  0 0 0 0 
   2. Padi Ladang 0 0 0 120 
   3. Jagung 123,80 123,80 123,80 108 
   4. Ubi Kayu 12s9,50 129,50 129,50 0 
   5. Ubi Jalar 81,71 81,71 81,71 0 
   6. Kacang Tanah 41 41 41 1 





   8. Kacang Hijau 0 0 0 1 
  Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara Utara, 20  
juli 2016. 
3. Tanaman Perkebunan 
Dalam Tabel Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan terdiri 
dari 13 (tiga belas) jenis yaitu kelapa, Kopi, Kapuk, Lada, Pala, Cengkeh, Jambu 
Mete, Kemiri, Coklat, Enau/Aren, Pinang, Vanili dan Sagu. 
Sejauh ini berbagai jenis tanaman telah diusahakan dan dikembangkan di 
Kecamatan Watunohu. Namun jenis tanaman perkebunan itu lebih kepada 
tanaman-tanaman yang produksinya sangat potensial untuk di Ekspor saja. Dan 
hingga saat ini tanaman perkebunan yang dikembangkan baru terbatas pada 
tanaman jenis seperti Kelapa, Kopi, Lada, Cengkeh, Coklat, Vanili, Sagu dan 
Nilam.  
Tabel VII: Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman 
Jenis Tanaman 2012 2013 2014 2015 
Kelapa 39,75 3.868,19 53,65 64,78 
Kopi 0,00 131,69 0,00 0,00 
Lada 0,00 496,68 0,00 0,00 
Cengkeh 7.199,96 3.379,74 0,00 0,00 
Kakao 7.199,96 75.898,99 1.746,56 1.454,98 
Enau 0,00 142,19 0,00 0,00 
Vanili 0,29 79,25 0,00 0,00 





Pala 0,23 0,23 0,23 0,23 
Nilam 0,00 0,00 71,89 1.621,43 
  Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab.Kolaka Utara.  
4. Peternakan 
Jenis populasi dan produksi ternak yang dikembangkan di Kecamatan 
Watunohu  terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas hal ini dapat 
di lihat pada Tabel. 
Untuk  ternak besar meliputi sapi, kuda, dan  kerbau  sedangkan ternak 
kecil adalah kambing serta ternak unggas adalah Ayam dan itik. 
Tabel VIII : Populasi Ternak dan Unggas di Kecamatan Watunohu 
Jenis Ternak 2012 2013 2014 2015 
I. TERNAK (Ekor)     
   1. Sapi  23 - - 9 
   2. Kerbau - - - - 
   3. Kuda 9 20 20 1 
   4. Kambing 98 217 217 54 
      
II. UNGGAS (Ekor)     
   1. Ayam 11.180 21.245 21.245 1.882 
   2. Itik 478 1030 1030 19 






Kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan melalui berbagai usaha 
meliputi perikanan laut dan usaha perikanan darat (perairan umum, tambak dan 
kolam). Produksi hasil perikanan laut dan perikanan darat disajikan pada tabel. 
Pada tahun 2014 produksi ikan di Kecamatan Watunohu baik untuk 
perikanan Laut maupun perikanan Darat meningkat cukup baik. Potensi wilayah 
yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir pantai menjadikan Kecamatan 
watunohu cukup prospektif untuk produktivitas di bidang perikanan. 
Tabel  : Produksi ikan Olahan di Kecamatan Watunohu 
Tahun Ikan Laut Ikan Darat Jumlah 
2006 13,50 2,59 16,09 
2007 9,29 4,11 13,41 
2008 14,95 1,50 14,45 
2009 14,45 2,01 16,53 
2010 141,451 75,302 216,753 
2011 139 121 260 
  Sumber : Dinas perikanan dan Kelautan Kab. Kolaka Utara, 20 juli 2016. 
6. Kehutanan  
kawasan hutan tersebut seperti yang dapat dilihat pada tabel 
sesungguhnya untuk wilayah Kecamatan tidak dapat dibeda-bedakan antara 
kelima fungsi hutan tersebut. Luas kawasan hutan lindung di Kecamatan 






Tabel : Luas Kawasan Hutan Kecamatan WatunohuYang Telah Ditetapkan 
Jenis Hutan 2013 2014 2015 
Hutan Produksi Biasa (HPB) - - - 
Hutan Produksi Terbatas (HPT) - - - 
Hutan Lindung (HL) 2.438 2.438 2.438 
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversikan (HPK) - - - 
Areal Pemanfaatan Lainnya - - - 
    
Total 2.438 2.438 2.438 
  Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab.Kolaka Utara, 
20 juli 2016 
B. Praktik Pembagian  Harta Warisan pada Masyarakat di Kecematan 
Watunohu  Kabupaten Kolaka Utara 
Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang 
paling baik bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda 
bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. 
Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-
ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna 
tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di 
wariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan 
bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah 
diterapkan dalam  beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah 
guna dapat memenuhi kebutuhan hukum  Masyarakat. Hukum Islam telah 





Islam dalam Wilayah Negara Kesatusan Republik Indonesia seperti Perkawinan  
Kewarisan, Hibah,Wakaf Dan sebagainya. 
Hukum Kewarisan Islam diterapkan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi 
dan Non litigasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kwalitas yang 
selalu sama dengans hukum  pokok kewarisan Islam  sesuai dengan Al-Quran 
dan hadis. 
Keberlakuan hukum kewarisan Islam secara non litigasi merupakan 
kebiasaan masyarakat, hanya saja belum berakar sebagai tradisi seperti halnya 
hukum adat yang sifatnya  magis relegius suatu kebiasaan dapat diterima dalam 
masyarakat apabila dianggap layak, masuk akal dan pantas,
1
 kebiasaan tersebut 
harus memberikan manfaat bagi masyarakat.  
Kebiasaan dapat menjadi hukum, dengan syarat kebiasaan atau tingkah 
laku itu dilakukan berulang-ulang dan sama untuk waktu yang lama (syarat 
materil), menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan 
kewajiban hukum  (syarat intelektual) dan berakibat hukum apabila dilaggar
2
 
suatu hukum harus bias memberikan efek kepatuhan dan efek jerah bagi 
pelanggar. 
Tidak semua kebiasaan dalam masyarakat itu bersesuaian dengan 
prinsip-prinsip Agama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebiasaan 
yang sudah bertentangan dengan asas hukum kewarisan Islam, karena hal itu 
dapat merugikan para ahli waris. Pembagian harta warisaan Sebelum 
meninggalnya pewaris  pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris 
                                                 
1
 Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembagunan, Bandung: Alumni, 1976), 
h.96.  
2
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia  (Yogyakarta: Liberty, 





sudah menjadi tradisi yang matang dikalangan dikalangan masyarakat 
Kecamatan Watunohu. 
Dalam pembagian  harta warisan di Kecematan Watunohu memang lebih 
banyak menggunakan sistem hukum adat parental. 
Sementara di dalam al-Quran bagian laki-laki dan bagian perempuan 
adalah 2:1 dan pada tahun 1980-an misalnya mentri agama Indonesia munawir 
syaszali, melontarkan gagasan agar dalam pembagian harta warisan umat Islam 
indonesia memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan
3
 akan 
tetapi gagasan tersebut ditentang keras oleh para ulama diindonesia dengan 
alasan bertentangan dengan ayat-ayat alquran. 
Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Quran tentang 
bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, 
allah berfirman dalam alquran mengenai pembagian benda pusaka untuk para 
ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda 
pusaka tersebut dalam Q.S Al-nisa 4/11-12  
ُُمُكيِصُىيَُُُللّٱُُ ِّظَحُ ُلۡخِمُ ِسَكَرلِلُ ۡۖۡمُكِد
ََٰلَۡوأُ ِٓيفُُۡلٱُ ِهَۡيَيخوُُ َقَۡىفُ ٗٓءاَِسوُ َهُكُ ِنإَفُِهَۡيَتىۡحٱَُُُهَهَلف
ُ َاَهَلفُ ٗةَدِح ََٰوُ ۡتَواَكُ ِنإَوُ َۡۖكََستُ اَمُ َاُخُلحُ ُفۡصِّىلٱُُ اَُمهۡى ِّمُ ٖدِح ََٰوُ ِّلُِكلُ ًِ ۡيَىََبِلَوُُسُد ُّسلٱُُاَمِم
ََُستَُكًَُُُلَُناَكُِنإۥًَُُُلُهَُكيَُۡملُِنَإفُ   دَلَوۥًَُُُحِزَوَوُ  َدلَوٓۥُُ ًِ ُِّمَِلِفُُياََىَبأُ
 
ُُجلُّخلٱًَُُُلَُناَكُِنَإفٓۥُُ  ةَىِۡخإ
ُ ًِ ُِّمَِلِف ُُسُد ُّسلٱَُُّيأَُنوُزَۡدتَُلَُۡمُكُٓؤَاىَۡبأَوُۡمُكُٓؤَاباَءُ ٍٍۗهۡيَدَُۡوأُٓاَِهبُيِصُىيَُٖةيِصَوُِدَۡعبُۢهِمُُۡمهُ
َُه ِّمُ ٗةَضيَِسفُ  اٗعۡفَوُ ۡمَُكلُُبَسَۡقأٍَُِۗللّٱُُ َِنإََُللّٱَُُكُاٗميِكَحُ اًمِيلَعَُنا١١ُُاَمُُفۡصِوُ ۡمَُكلَو۞
ُُمَُكَلفُ  َدلَوَُُهَهلَُناَكُِنَإفُ   َدلَوَُُهَهلُهَُكيَُۡملُِنإُۡمُكُج ََٰوَۡشأَُكََستُُُعب ُّسلٱُُِدَۡعبُۢهِمُ  َهۡكََستُاَمِم
َُُهَهلَوُ  ٖهۡيَدَُۡوأَُٓاِهبَُهيِصُىيَُٖةيِصَوُُُعب ُّسلٱُِنإُُۡمتۡكََستُاَمِمَُُلَوُۡمَُكلُهَُكيَُۡمل ُ دُُۡمَُكلَُناَكُِنَإف
ُ َُهَهَلفُ  َدلَوُُهُمُّخلٱُُ  لُجَزُ َناَكُ ِنإَوُ ٍٖۗهۡيَدُ َۡوأُ َٓاِهبُ َنىُصُىتُ َٖةيِصَوُ ِدَۡعبُ ۢه ِّمُ  ُمتۡكََستُ اَمِم
                                                 
3
 Munawir syadzali, Dari Lembah kemiskinan: kontekstualisasi ajaran Islam (Jakarta: 





َُِوأًَُةل ََٰلَكُُثَزُىي َُةأَسۡمٱًَُُُلَوٓۥُُاَُمهۡى ِّمُٖدِح ََٰوُ ِّلُِكَلفُ  تُۡخأَُۡوأٌَُخأ ُُسُد ُّسلٱَُُأُْآُىواَكُِنَإفََُسخۡكُُهِم
ُِيفُُٓءاَكَسُشُُۡمَهفَُِكل ََٰذُ ُِجلُّخلٱَُُٗةيِصَوُ  ّٖٓزاَضُمَُسۡيَغٍُهۡيَدَُۡوأَُٓاِهبُ َٰىَصُىيَُٖةيِصَوُِدَۡعبُۢهِم
َُه ِّمٍَُِۗللّٱَُُوَُُللّٱُُ  مِيلَحٌُمِيلَع١١ُ 
Terjemahnya :   
Allah mensyariatkan (mewajibkan) Kepadamu tentang (pembagian harta 
warisan untuk) anak-anakmu,(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 
dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuannnya 
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, 
maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) dan untuk kedua 
ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, 
jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 
tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-
pembagian tersebut diatas ) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya atau 
(dan setelah dibayar) utangny. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan allah . sungguh, allah 
mengetahui, Mahabijaksana. Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua 
dari harta yang ditinggalkan oleh- istri-istrimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka 
kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) 
wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunai anak , jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenihi) wasiat 
yang kamu buat (dan setelah dibayar) utang-utangm. Jika seseorang 
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 
laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka sama-sama dalam bagian 
sepertiga it, setelah (dipenuhi wasiat)yang dibuatnya atau (dan setelah 
dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada  ahli waris, 




 Asbabun nuzul  QS. Al-nisa 4/11-12  Pada suatu waktu  Rassulullah saw. 
Yang disertai abu bakar shiddik datang menziarahi Jabir  bin Abdullah, yang 
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ketika itu sedang sakit keras dikampung Bani salamah dengan berjalan kaki, 
pada waktu Rasulullah saw. Dan Abu bakar datang, Jabar bin Abdullah sedang 
dalam keadaan tidak sadar kemudian Rasulullah saw,  segera mengambil air 
wudhu dan meneteskan beberapa tetesan air wudhu tersebut tubuh Jabir bin 
abdillah, sehingga dia sadar. Setelah ia sadar .Jabir berkata: wahai Rasulullah 
apakah yang kamu perintah kepadaku tentang harta kekayan? sehubungan 
dengan pertanyaan Jabir bin abdillah itu allah swt . menurunkan ayat ke 11-12  
yang dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam
5
 (HR. enam orang 
imam hadis dari Jabir bin abdillah) 
Ayat di atas berbicara menegenai hak anak perempuan dan hak anak laki-
laki dalam pembagian harta warisan yakni 2:1 dan mengatur prolehan duda 
dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengaan dua 
garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal 
kalal dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.  
Dengan melihat pernyataan diatas maka sudah sangat jelas kedudukan 
ayah dan ibu sebagai ahli waris dari anak-anaknya apabila anak tersebut 
meninggal lebih dahulu dari orang tuannya.  
Dalam pembagian warisan Islam sudah mempunyai ketentuan bagian 
masing-masing ahli waris dalam Q.S Surat Al-nisa ayat 11-12 dan kala kita 
mengamati sistem pembagian kewarisan adat dengan ukuran waris Islam  
mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, sebab dalam hukum Islam sudah 
ada  ketentuan yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris,
6
  
sedangkan dalam  hukum adat yang berlaku di kecematan Watunohu 
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menggunakan budaya kepatutan, mengandung makna bahwa sejatinya 
pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan local. ( al-urf) yaitu 
sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik 
berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan atau biasa juga 
disebut dengan adat 
7
 yang juga diakomodir dalam Islam didalam kamus ilmu 
Ushul Fiqih Urf  secara etimologi berasal dari kata  Arafa, yurifu  yang sering di 
artikan dengan al-maruf dengan arti sesuatu yang dikenal 
8
 urf adalah suatu yang 
dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan  mereka baik 
berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan atau hukum yang bersifat 
kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.
9
 
Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Kecematan Watunohu 
Kabupaten Kolaka Utara, dalam  prakteknya pembagian harta warisan 
kebanyakan  menggunakan hukum waris adat dan kebiasaan, Hukum waris adat 
ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum 
syara′ (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, 
seolah hal tersebut adalah kehendak dari nenek moyang mereka. 
Dari hasil penelitian pada lokasi penelitian, sistem hukum yang berlaku 
dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum adat, hukum Islam dan 
perpaduan antara hukum adat dan hukum  Islam, namun dari 80 informan, ada 
75 yang membagi harta warisan secara hukum adat, 5  yang membagi harta 
warisan secara hukum Islam, dimana diantara kelima itu adalah 3 tokoh agama 
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dan 2 guru Agama disalah satu sekolah lanjuta tingkat pertama yang berada di 
kecematan Watunohu. 
Hukum waris dimasyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang 
dianut oleh masyarakat, dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah 
menjadi kultur yang mapan dalam masyarakat, karena itu secara turun-temurun 
berlaku dalam masyarakat. 
Dalam kebiasaan yang berlaku biasanya dilakukan saat pewaris masih 
hidup, tetapi dalam hal ini hanya menghimbaukan pembagiannya, kemudian 
akan menjadi hak milik apabila pewaris telah meninngal dunia, jumlah bagian 
masing-masing pewaris sama rata terkecuali biasanya anak bungsu perempuan 
lebih banyak dari pewaris yang lainnya, tidak jarang pula terjadi orang tua akan 
memberikan sebahagian hartanyaa kepada anak yang telah berumah tangga, 
dengan alasan untuk bekal kehidupan anak-anaknya. hal ini dilakukan pewaris 
karna adanya kekwatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika 
pembagian dilalukan setelah meninggalnya pewaris. 
Dan Sebagian Kecil masyarakat yang tinggkat pengetahuan agamanya 
lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan 
masalah kewarisannya, selain menghindari percekcokan juga mentaati dan 
melaksanaakan ajaran agama. Itulah mengapa penulis mengatakan sebagian 
kecil Karna pada kenyataannya yang terjadi saat ini masyarakat yang 
mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih tinggipula juga memilih 
membagi harta warisan sesuai kesapakatan pewaris, dengan alasan untuk 
kemaslahatan bersama. 
Sebagaimana penulis menanyakan  mengenai bagaimana cara 





kepada bapak muhajirin selaku toko agama di desa watunohu,beliau 
memaparkan: 
″Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat dii 
Kecematan Watunohu, menggunakan sistem adat kebisaan yang 
dilakukan dimana kebiasaan dilakukan membagi harta warisan secara 
merata kebanyakan masyarakat untuk mengedepankan kemaslahatan, 
pada proses pembagian harta warisan pada masyarakat di desa 
watunohu″10 
Senada halnya dengan yang dikatakan bapak syahrul selaku sekertaris 
Desa Sapoiha yang mengatakan: 
 ″kebanyakan masyarakat di kecematan Watunohu khususnya di Desa 
sapoiha, tidak mengikuti seperti hukum kewarisan Islam pada mestinya, 
karna masyarakat kurang paham tentang pembagian harta warisan secara 
Islam dan menurutnya pembagian harta warisan secara adil adalah 
dengan dibagi sama rata antara pewaris yang satu dengan pewaris yang 
lainnya, mereka lebih memilih mengedepankan kemaslahatan″11 
Senada halnya dengan yang dikatakan bapak Muhammad Rusli selaku 
Kepala Desa Samaturu yang mengatakan:  
 ″masyarakat Desa Samaturu mahwa 99% masyarakat samaturu membagi 
harta warisannya secara kekeluargaan, hasil kesepakatan dari para ahli 
waris itu sendiri, biassanya yang lebih banyak mendapatkan harta 
warisan adalah anak yang merawat orang tuannya semasa hidupnya″. 
Dan dalam masalah kasus pembagian warisan di kecematan watunohu 
99,98%  yang  menggunakan hukum waris adat yang mengutamakan ahli waris 
yang merawat pewaris selama hidupnya, sebagai pewaris yang mendapatkan 
lebih banyak harta warisan sehingga menimbulkan banyak ketidak adilan dan 
dalam kewarisan, oleh karna itu kebiasaan atau budaya kepatutan mengandung 
makna sejatinya pembagian harta waarisan mengandung makna nilai-nilai 
kearifan local (al-urf) yang diakomodil dalam Islam, dalam konteks ini adalah 
terealisisnya nilai-nilai budaya dan terciptanya harmoni antara ahli waris.  
                                                 
10
Muhajirin (55 tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Watunohu, 20 Juli 2016. 
11





Selanjutnya peneliti  menanyakan  mengenai  Apakah masyarakat paham 
tentang pembagian harta warisan  Sesuai Dengan Hukum Islam, kepada bapak 
Jumadil S.Ag. selaku anggota BPD Desa watunohu mengatakan. 
″untuk pribadi saya sendiri saya kurang paham tentang pembagian harta 
warisan secara Islam, begitu pula dengan keluarga saya, yang saya 
ketahui tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam yaitu 2:1 
dimana lak-laki mendapat 2 dan pihak perempuan mendapat 1, saya lebih 
memilih membagi rata harta warisan untuk anak-anak saya nanti bagiku 
itu lebih adil″ 12 
Senada halnya dengan yang dikatakan bapak syahrul selaku Sekertaris 
Desa Sapoiha  yang mengatakan: 
″saya sama sekali tidak paham tentang pembagian harta warisan Islam, 
itulah sebabnya dalam keluarga kami membagi harta warisan secara 
kekeluargaan sesuai yang disepakati oleh para pewaris, dan biasanya 
yang mengambil kendali untuk membagi harta warisan adalah orang 
yang dituakan (anak laki-laki tertua), dengan membagi rata harta warisan 
untuk para pewaris″13 
Selanjutnya peneliti  menanyakan  mengenai  Apakah masyarakat 
melibatkan Pemerintah dalam proses pembagian Harta warisan keluarganya.dan 
berapa banyak sengketa harta Kewarisan yang melibatkan pemerintah di 
kecamatan watunohu, kepada bapak Kamaruddin. K selaku Sekertaris Camat 
kecematan watunohu mengatakan. 
″Selama saya menjabat sebagai Sekertaris Camat Kecematan Watunohu, 
saya belum pernah mendapatkan masyarakat yang melibatkan pemerintah 
dalam proses pewarisan dikeluarganya, mereka menyelesaikan masing-
masing bersama keluarga yang berkepentingan sedangkan mengenai 
sengketa hak Waris, tentu sangat banyak sengketa yang terjadi di 
kecematan Watunohu ini, namun mereka menyelesaikan sendiri bersama 
keluarga yang dituakan, kami hanya membantu tentang administrasi 
tentang pembuatan akta tanah dll.
14
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Sesuai dengan hasil wawancara bersama pejabat pemerintah kecematan 
watunohu, masyarakat memang kurang melibatkan pemerintah dalam urusan 
Kewarisan maupun sengketa hak Waris, ini dikarnakan mereka berfikir masalah 
kewarisan adalah masalah keluarga masing-masing. 
 Dan sesuai dengan hasil penelitian penulis pada lokasi penelitian bahwa 
pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam sangat kurang dari 80 
Informan hanya ada 5 orang yang membagi harta warisan sesuai dengan hukum 
Islam Mereka diantaranya tokoh-tokoh agama di Kecematan Watunohu, 
selebinya ada yang paham namun lebih memilih membagi secara kekeluargaan 
atas dasar nilai keadilan.  
 Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Islam di 
kecematan watunohu  belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan 
Islam, hal ini dikarenakan masih kurannya pengetahuan masyarakat terhadap 
pembagian harta warisan Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap 
pentingnya mengetahui Pembagian hukum Waris Islam melalui mengadaan 
penyuluhan-penyuluhan yang menunjang akan  pemahaman masyarakat 
terhadap pembagian Harta Warisan Islam, hal ini pun dikarenakan masih 
kurannya perhatian dari tokoh agama dan pihak yang berwenang. 
  
C. Problematika  pembagian  Harta Warisan di daerah Kecamatan 
Watunohu Kabupaten Kolaka Utara 
 Agama Islam adalah Agama yang sangat menjujung  tinggi perdamaian, 
ketertiban dan  keamanan. Damai atau Islah merupakan suatu hal yang sangat 
ddianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus 





Hukum senantiasa dikaitkan dengan  upaya-upaya untuk mencapai taraf  
kehidupan  yang  lebih baik dari pada yang dicapai sebelumya. Karena itu 
peranan hukum dalam  masyarakat semakin menjadi penting artinya  dan 
funsinya tidak hanya sekedar sebagai alat  pengendalian sosial (social control), 
melainkan juga sebagai alat penggerak (social engineering) dalam  rangka 
perubahan  masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi. 
Dari kedua fungsi hukum ini merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan 
hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. 
Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya 
menjadikan hidup para ahli waris semakin  baik dan sejahtera, maka pembagian 
harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum  
Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta waarisan ataupun 
membagi harta sebelum meninggalnya pewaris. dengan berbagai alasan yang 
pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara ahli waris 
Dengan melihat fakta yang terjadi dimasyarakat dan begitu banyak 
sengketa yang timbul dikalangan masyarakat  maka diperlukan suatu usaha yang 
nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam  menyelesaikan 
permasalahan tersebut sehingga dengan demikian akan meminimalisir segara 
keterbelakangan dan  persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan 
tentunya. 
Adapun faktor yang mempengaruhi  masyarakat lebih memilih membagi 
harta warisan secara hukum adat 
1. Pendidikan  
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat 





keterbelakangan suatu daerah.dengan pendidikan dapat pula mempercepat 
terciptanya suasana hukum yang dapat dipahami masyarakat. 
Dari hasil penelitian penulis menemukan banyaknya masyarakat tertentu 
yang kurang memperhatikan masalah pendidikan berdampak sangat besar 
terhadapa pemahaman nilai-nilai hukum yang berkembang. Jika ditinjau 
pertumbuhan tingkat pendidikan ditahun 2016 ini sangatlah pesat, dilihat dari 
kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya suatu pendidikan tersebut, namun 
kekurangannya adalah masyarakat mengesampingkan pengetahuan Agama yang 
lebih mendalam.  
Tujuan pendidikan sebagaimanaa yang tercantum dalam kebijaksanaan 
pembangunan,tujuan untuk bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa,tujuan ini 
sangat beralasan oleh sebab masyarakat kecematan Watunohu  adalah  
masyarakat yang beragama, hampir  100%  masyarakat Kecematan Watunohu 
beragama Islam. Namun hanya 2% yng membagi harta warisan Sesuai dengan 
Hukum Islam  
Dalam hubungan dengan pendidikan tersebut maka disadari bahwa hal 
tersebut merupakan salah satu penyebab bagi penentuan sikap masyarakat 
Kecematan Watunohu dalam  menjalankan Hukum  Islam secara keseluruhan 
dan hukum Kewarisan Islam secara khusus. Dahulu pendidikan untuk sebagian 
masyarakat masih sebagai hal yang kurang penting, namun seiring berjalannya 
waktu mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan tinggi.  
Tingkat yang berpendidikan tinggi pada prinsipnya mengetahui 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam itu sendiri melalui pengetahuan dan 
pengalaman yang mereka peroleh. tentunya digarapkan dapat mempengaruhi 
sekaligus member informasi bagi mereka yang belum atau kurang mengetahui 





tidak terjaadi kesalah pahaman antara mereka yang mengetahui dan mereka yang 
belum mengetahui terhadap hukum kewarisan Islam itu sendiri. Hal ini 
dilakukan oleh beberapa pihak yang memahaminya namun kendala yang 
dijumpai adalah keterikatan masyarakat secara umum kepada adat dan kebiasaan 
yang telah lama berlaku ditengah-tengah masyarakat.   
2.  kesadaran Masyarakat  
  Pelaksanaan hukum kewarisan sebagai salah satu penjabaran Agama 
Islam bagi kalangan Islam pada prinsipnya telah dapat dimengerti, sebagian 
masyarakat Islam  di kecematan Watunohu  mengethui jika dalam ajaran mereka 
terdapat hukum yang mengatur tentang masalah kewarisan namun tidak 
memberlakukan bahwa ajaran hukum Islam  harus dijalankan. 
Dalam uraian sebelumnya telah pula dikemukakan bahwa pelaksanaan 
hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Kecematan Watunohu pada prinsipnya 
sangat kurang. Hal ini tentunya menimbulkan sikap-sikap tertentu bagi 
masyarakat  setempat. Disatu sisi ada dari mereka yang memperlakukan dari sisi 
lainya hanya sekedar mengetahui keberadaan itu sendiri, tanpa melaksanakan 
dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.bahkan golongan terbesar dari 
masyarakat Islam Kecematan Watunohu mengetahui keberadaan hukum Islam 
itu sendiri sebagai salah satu hukum yang hidup untuk direalisasikan. Namun 
tidak menjalankan sebagaimana mestinya . 
Maka pada dasarnya kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa 
faktor, adanya ketidak patuhan masyarakat, kemudian adanya beberapa yang 
tidak menerima secara utuh keberadaan hukum Islam tersebut sebagai hukum 
yang harus mereka patuhi, beberapa darinya siap melaksanakan ajaran yang 
bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan Hadis nabi Muhammad SAW, akan 









3. kurangnya peranan pemerintah  
Untuk mewujudkan kesadaran semua masyarakat Islam tentang 
pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum Islam  maka perlunya diadakaan 
penyuluhan yang lebih intensip disinilah perlunya peranan pemerintah untuk 
mengambil tindakan terhadap penyuluhan.  
Seorang penyuluh seyogyanya merupakan panutan bagi semua golongan 
yang menjadi sasaran penyuluhan, yang sangat terkait dengan penyuluhan, 
dimana menggunakaan metode pendekatan. 
Dalam hubungannya dengan metode yang dipergunakaan penyuluhan 
langsung dan tidak langsung,yang dimaksud penyuluhan hukum langsung adalah 
program penyuluhan yang tidak mengggunakan media,yang dapat bertemu 
langsung seperti pengadaan penyuluhan Hukum, ceramah, diskusi dan 
sebagainya. Dan penyuluhan tidak langsung menggunakn media cetak,selebaran 
dan lain-lainya. 
Untuk meningkatakan pemahaman masyarakat Kecematan Watunohu 
Kabupaten Kolaka Utara, terhadap pelaksanaan kewarisan Islam maka cara yang 
paling efektif adalah melalui penyuluhan langsung, masyarakat dengan 
sendirinya dapat bertanya tentang masalah-masalah yang tidak dimengerti atau 
karena kurang jelas. Ini senada dengan kesimpulan hasil wawancara dengan 
pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat  terutama Camat Kecematan Watonohu 
bapak Drs. H. Yusup Arif yang menyatakan bahwa  
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″masyarakat di Kecematan watunohu masih sangat banyak yang 
memerlukan penyuluhan-penyuluhan hukum dikarnaakan rata-rata tingkat 
pendidikan yang begitu rendah″.16 
Kemudian Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa masih 
sangat banyak informan yang belum memperoleh penyuluhan hukum khususnya 
tentang Kewarisan Islam, dalam hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya 
pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam begitu minim. 
Informan yang tidak pernah menerima materi hukum Kewarisan Islam 
terutama dalam bidang kewarisan dan juga mereka yang sama sekali tidak 
pernah menerima penyuluhan  tentang hukum  juga tidak mendapatkan materi 
hukum kewarisan Islam melalui pendidikan formal merupakan potensi 
terjadinya penyimpangan atau tidak adanya konsistensi terhadap keberlakuan 
hukum Kewarisan Islam. Hal ini terkait dengan peranan  lembaga-lembaga 
selaku struktur hukum dalam mensosialisasikan aturan-atauran Hukum 
kewarisan Islam di masyarakat.  
Dari  hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih kurangnya perhatian 
masyarakat, padahal  hukum Kewasian Islam adalah salah satu ajaran agama 
Islam yang telah diatur oleh Allah swt secara jelas dalam Al-Qur′an. Hal ini 
dikarenakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan Tokoh agama dan 
pihak yang berwenang dalam  memberikan penyuluhan hukum khususnya 
kewarisan Islam.  
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A. Kesimpulan  
1. Masyarakat kecematan Watunohu kabupaten Kolaka Utara  pada umumnya 
beragama Islam namun masih memegang adat Kebiasaan yang telah turun 
menurun oleh nenek moyangnya, begitupun dalam sistem peralihan harta 
warisannya. dalam agama Islam telah dijelaskan secara terperinci tentang 
hukum kewarisan Islam, namun masih sangat minim masyarakat yang paham 
dengan hal tersebut. Pemahaman masyarakat Islam kecematan watunohu 
terhadap  pembagian harta warisan Islam  pada umumnya masih sangat 
minim. 
2. Pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum 
kewarisan Islam dalam prakteknya. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan 
paham maka akan melaksanakan sistem kewarisan Islam sebagaimana 
mestinya, namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap 
pembagian harta warisan secara Islam tetapi ia memilih untuk membagi harta 
warisan secara adat kebiasaan yang telah turun-temurun. Dan bagi mereka 
yang sama sekali tidak memahami pembagian harta warisan Islam seperti 
kebanyakan mereka tetap membagi harta warisannya secara adat kebiasaan 
yang berlaku. 
3. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Masyarakat Kecematan 






 Kesadaran  Masyarakat 
 Pendidikan 
 Peranan Pemerintah  
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, disadarkan bahwa kesadaran masyarakat 
dalam melaksanakan hukum Kewarisan Islam dapat terealisir dengan meminimalkan 
hambatan yang berpengaruh .  
1. Pembagian harta Warisan di kecematan watunohu yang lebih memilih 
menggunakan sistem kewarisan berdasarkan adat dan kebiasaan yang 
dilakukan, agar lebih tersistem sehingga tidak membeda-bedakan antara 
kedudukan ahli waris yang satu dengan yang lainnya dan asas keadilan antara 
pewaris terealisir.  
2. Bagi  para Tokoh Agama dan Kepada para Pemerintah yang berada di wilayah 
sekitar Kolaka Utara serta aparat Instansi yang terkait agar lebih 
mengintensipkan penyuluhan tentang Hukum-Hukum Islam terutama tentang 
Hukum Kewarisan, melalui penyuluhan hukum ini sehingga masyarakat lebih 
memahami hukum kewarisan Islam.  
3. Kepada masyarakat muslim khususnya di Kec.Watunohu Kabupaten Kolaka 
Utara  agar segala kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ( Hukum 
warisan Islam) misalnya meminta harta warisan sebelum meninggalnya 
pewaris, dan mengambil hak-hak pewaris lainnya dengan alasan yang lebih 
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Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam di Kecematan Watunohu 
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Obyek Penelitian        : Pihak-pihak yang Mengetahui Sistem Pembagian Warisan di   
Kecematan watunohu Kabupaten Kolaka Utara  
Tanggal  : 1  Juli – 31 agustus 2016 
Masalah Pokok dalam Skripsi ini yaitu: 
Bagaimana pemahaman masyarakat Islam Terhadap pembagian Harta 
Warisan Islam di Kecematan Watunohu Kabupate Kolaka Utara  
1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di KecematanWatunohu ? 
2. Bagaiamana tinjauan Islam terhadap pembagian harta Warisan pada Masyarakat 
Desa Watunohu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara? 
Daftar Pertanyaan :  
Pemerintah Kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara  
1. Apakah pemerintah Kecematan Watunohu Mengetahui Apabila Setiap Masyarakat 
Melakukan Pembagian Harta Warisan? 
2. Apakah pihak Pemerintah Kecematan diundang untuk menyaksikan terjadinya 
pembagian warisan? 
3. Bagaimana Akad pembagian Harta Warisan yang Biasa Dilakukakan Pada 
masyarakat Kecamatan Watunohu? 
4. Apabilah Ada Sengketa Kewarisan yang Terjadi Pada masyarakat Kecamatan 
Watunohu, Apakah pihak Pemerintah Kecematan watunohu dilibatkan? 






Masyarakat Kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara (yang melakukan 
pembagian Harta waris ) . 
1. Apakah saudara/i  tahu tentang Pembagian harta waris secara hukum Islam? 
2. Bagaimana sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kewarisan 
dalam keluarga anda? 
3. Mengapa masyarakat lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan 
yang berlaku? 
4.  Faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga masyarakat desa Kecamatan 
Watunohu lebih memilih membagi harta warisan secara Adat? 
5. Apa saja dampak yang terjadi terhadap pembagian harta warisan secara adat? 
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NIP: 19621016 199003 1003
Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP: 19650302 199403 1003
Dr. H. Su!6rdin, M.H.I.
NIP: 19650302 199403 I 003
PEDOMAN WAWANCARA
Daftar pertanyaan Wawancara penelitian Skripsi Pemahaman Masyarakat fshm
Terhadap Pembagian Harta warisan rsram di Kecematan watunohu
Kabupaten Kolaka Utara,,
Obyek Penelitian : Pihak-pihak yang Mengetahui Sistem Pembagian Warisan
di Kecematan watunohu Kabupaten Kolaka Utara
Tanggal : 1 Juli 
- 
31 agustus 2016
Masalah Pokok dalam Skripsi ini yaitu:
Bagaimana pemahaman masyarakat Islam Terhadap pembagian Harta
warisan Islam di Kecematan watunohu Kabupate Kolakautara
1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di Kecematanwatunohu ?
2. Bagaiamana tinjauan Islam terhadap pembagian harta warisan pada
Masyarakat Desa Watunohu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka 1Jtara?
Ilaftar Pertanyaan :
Pemerintah Kecematan watunohu Kabupaten Kolaka utara
l. Apakah pemerintah Kecematan Watunohu Mengetahui Apabila Setiap
Masyarakat Melakukan Pembagian Harta Warisan?
2. Apakah pihak Pemerintah Kecematan diundang untuk menyaksikan terjadinya
pembagian warisan 7
3. Bagaimana Akad pembagian }Jarta Warisan yang Biasa Dilalrukakan Pada
masyarakat Kecematan Watunohu ?
4. Apabilah Ada Sengketa Kewarisan yang Terjadi Pada masyarakat Kecematan
Watunohu, Apakah pihak Pemerintah Kecematan watunohu dilibatkan?
5. Apakah di Kecematan Watunohu pemah diadakan Penyuluhan tentang
Hukum Waris Islam?
Masyarakat Kecematan Watunohu Kabupaten Kolaka lltara (yang melakukan
pembagian Harta waris ) .
1. Apakah saudara/i tahu tentang Pembagian harta waris secara hukum Islam?
2. Bagaimana sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus
kewarisan dalam keluarga anda?
3. Mengapa masyarakat lebih memilih membagl harta warisan secara adat
kebiasaan yang berlaku ?
4. Sejak kapan pembagian harta warisan dilakukan pada kebiasaan masyarakat?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga massyarakat desa Kecematan
Watunohu lebih memilih membagi harta warisan secara Adat ?
6. Apa saja dampak yang terjadi terhadap pembagian harta warisan secara adat?
7. Pemahkah anda menerima penyuluhan hukum kewarisan islam?
IGTERANGAN WAWANTCARA
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Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah melala*an wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi
sebagai penelitian dalarn tugas akhir kuliah yang berjudul '?EMAHAMAN MASYARAKAT ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM DI KECEMATA}.I WATT]NOHU KABUPATEN
KOLAKAUTARA'.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya
ft.nzAVua/ R^, A,e- fl< ,







Yang bertanda tangan dibawah ini :
.7+tYrtfJiL4r, ,gn .
30 1a4u$
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BTN Paccinongan harapan pa 20114
Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah melalekan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi
sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah yang berjudul *PEMAHAMAN MASYARAKAT ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN IIARTA STARISAN ISLAM DI KECEMATANI WATI.]NOHU KABT]PATEN
KOLAKAUTARA".
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mtuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
aM tpu LLaH , < +1
KETERANGAN WAWAI\ICARA
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama 
'trfluu.+oSllUmnr , 11, 1*u nrN
Pekerjaan , \l-^a.S-gatttaTuflt/
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Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi
sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah yang berjudul *PEMAHAMAN MASYARAKAT ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM DI KECEMATA}.I WATTJNOHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA".
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Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka
penyusunan Skipsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah yang berjudul "PEMAHAMAN
MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM DI
KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA ".
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Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka p€nyusunan Skripsi
sebagai penelitian dalam tugas alfiir kuliah yang berjudul *PEMAHAMAN MASYARAKAT ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM DI KECEMATAN WATI.JNOHU KABUPATEN
KOLAKA UTARA'.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Katnpus I Jl. Slr. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (041 l)864g24Fax 864923
Karnpus lI Jl. Sll. Yasin Limpo No. 36 Samata Stmggr"rminasa 
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Corva TIp. 424835 Fa::. 4241136
Nornor : ST. 1/PP.00 .gtl74?otr,Sifat : Penting
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Yth. ReLlor llIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa
Sarnat4 28 Juni 2016
%:p*@*
Bapak Qubernur Provinsi Sulawesi Selatan





Dengan hormat diSampaikan bahwa Mahasisrva UIN Alauddin Makassar yang tersebut
n&rnanya dibawah ini : . 
'
:101001i3004
. Syari'ah dan Hukurr / Peradilan Agarna
. VI (Enarn)
: Kampus II UIN Alauddin Makassar.
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai
syarat untuk mempeloleh gelar sarjana. Adapun juclul skripsi :
"Pemahatnan Masyarakat lslam Terhadap Pernbagian Harta Warisan Islam di
watunohu Kabupaten Kolaka Utara".
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
2. Dr. Supardin, M.Hi.
Untuk maksud tersebut kamj mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang
bersangkutan dapat diberi izin untuk rnelakukan p,;nelitian di Kecematan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara terhitung-mulai tanggal 29 .luni 2016 s/d29 Agustus 2016
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS . PELAYANAN PERIZINAN TERPADU(uPT-PzT)
Nomor :9307/5.01.PIPZTt06tZO16
Lampiran :










Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaurjdin Makassar Nomor: 
-q1.1/pp.00.9/fiA3e}rc






,,,,. , ,, .
Mahasiswa(S1)
Jl. H. Yasin Limpo No.36, Gowa
Sehubungan dengan h_al tersebrit diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.




i:., .lij,rr I n
, ::. :,i: I I '':i ir' i rr l
pellaksud untuk melakUl{an penelitian di daefah/kantor saudar,a dqtrm ,"ngk, penyusunan Skripsi, dengan
IUdUI : :'l .ii:.:,ii..'- . ,.- -!---: :
" PEMAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTAWARISAN ISLAM DI
..KEcAMATANWATUNoHuKABUPATENlro;iAuianl.;..
'Y'dng ak6h cjilaksanakandari : Tgl. 30 Junis/d il9 Agustus 2016
Diterbitkan di,Makassar'
Pada tanggalr: 30 Juni2016
UR SULAWESISELATAN




at: Pembina Utama Madya
Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukun-r UIN Alauddin Ma(assar;
2. Pertinggal
stMAP BKPM? 3A-A6-2016
Nip : 19610513 199002 1 002
PEMERINTAH PROVI NSI SUIAWESI TENGGARA



















Menindaklanjuti surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan No. 9307lS.0l.P/P2Tl06/2016 tanggal, 30 Juni 2016 perihal
Permohonan izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi denganjudul " Pemahaman
Masyarakat Islam terhadap Pembagian Harta Wurisan Islam di Kecamatan Watunohu
Kabupaten Koloka Utara ". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman masyarakat Muslim terhadap pembagian harta warisan sesuai dengan syariar
Islam, bagaimana praktek pembagian harta warisan dan permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan hukum waris adat, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian
harta warisan di kalangan masyarakat Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.
Setelah meneliti proposal yang dilampirkan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi






Kecarnatan Watunohu Kab. Kolaka Utara
: 2 (dua) Bulan (Juli s/d Agustus z}rc).
Sehubungan hal tersebut diatas kepada Peneliti di harapkan :
l. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang
undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan
kegiatan;
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar menyampaikan laporan tertulis hosil sumei
1 (saru) expl kepada Gubernur Sultra Up. Ka Badan Kesbang dan Politik Prw. Sul*q
paling lambat 6 (enam) Bulan setelah selesai melaksanakan penelitian/survei.






l. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari
2. Kapolda Sultra di Kendari
I 199103 I 004
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK











Memperhatikan Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 20ll Tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Surat Badan kesatuan Bangsa dan Politik provinsi
Sulawesi Tenggara, Nomor: 0701414. Tanggal, 12 Juli 2016. Perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka











oPmuhmtan Masyaruhut Islm tohadq Panbagian Harta Warison hlam dt
KeeonotCIt Woonohu Kobapoen Xolaka Utota.'
Mulai tanggal 01 Juli s/d 31 Agustus 2016.
serta mentaati Perafuran
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Agar yang bersangkutan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban
Perundaoe- Uadangan yang berlaku,2. Tidak mengadakan rencana lain yang dengan r,encana semula.
3. Pihak peneliti wajib koordinasi dengan PemerintahlPimpinan instansi setempat dalam Kegiatan di
lapangan.
Pihak peneliti w{ib menghormati Agama dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
Setelah selesai pelaksanaannya agar melaporkan hasilnya Kepada Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Utam.
Demikian izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Lasusuq 19 Juli 2016
An. BUPATI KOLAKA UTARA
KEPALA BADAI\I KESBAI\TG DAI\[
UTARA
Tembuson Disomooikon KqadaYth" :
1. Bupmi Kolaka Utara ( sebagai Laporan ) di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesbong Dan Politik Prw. Sultra di Kendsi;j. Kepalo Badan Kesbang Dut politik Prw. Sulowesi Tmggara di Kendui;




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAKA UTARA
KECAMATAN WATUNOHU
Jl. PorosWotunohu Kode Pos93958
Berdasarkan Surat Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.
Kolaka Utara nomor z O74l94l2AL6 tanggal 19 Juli 2016 tentang Rekomendasi lzin
Penelitian, maka dengan ini kami berikan Bekomendasi lzin Penelitian kepada :
Nomor | 07*/eg,r$
Lamp : -








Yth. Para Kepala Desa






Pendidikan Agama lslam (S1!
P emahaman Masyarakat lslam terhadap Pembagi an Harta Warisan
lslam diKec. Watunohu Kab. Kolaka Utara
Mulaitanggal0l Jull s/d lt Egustus 2016
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Agar yang bersangkutan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta
rnentaati Peraturan Perundang 
- 
Undangan yang berlaku
2. Tidak mengadakan rencana lain yang bertentangan dengan rencana semula
3. Pihak peneliti wajib koordlnasi dengan PemerlntahlPimpinan instami-setempat.
dalam kegiatan di lapangan
4. Pihak peneliti wajlb menghormatiAgama dan adat istiadat yang berlaku di Daerah
setempat
5. Setelah selesaipelaksanaannya agar melaporkan hasllnya Kepada Camat Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara
Demikian Rekomendasi ini diberlkan untuk digunakan sebagalmana mestinya.





PEMERINTAII KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECEMATAI\I WATT]NOHU
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Bahwa benar telatr melakukan penelitian di delapan (8) desa pada Kecematan Watunohu
Kabrrpaten Kolaka Utar4 Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul '?EMAHAMAN
MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ISLAM DI
KECEMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA IJTARA", yang dilaksanakan sejak
tanggal 01 Juli dan berakhir pada tanggal 3l Agustus 2016.
Demikian keterangan ini saya berikan untuk sebagaimana mestinya .





DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Penulis Skripsi yang berjudul ″Pemahaman 
Masyarakat terhadap pembagian harta Warisan 
Islam di Kecematan Watunohu  Kabupaten 
Kolaka Utara″ yang bernama Khaerunnisa 
nim:10100113004, anak keempat dari enam 
bersaudara yang terlahir dari pasangan Alm 
H.Syamsuddin dan Hj.Najemia pada tanggal 15 
Mei 1995. Penulis mengawali jenjang pendidi- 
kan formal di Sekolah Dasar Negeri Desa Watunohu Kecematan watunohu tahun 
ajaran  2002-2007, Kemudian melanjutkan ketingkat SLTP di Madrasah Tsanawiah 
tahun ajaran 2007-2009 dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya 
di SMA negeri 1 gowa tahun 2010-2013.dengan tahun yang sama yakni di tahun 
2013, Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar, semasa Kuliah penulis Aktif dalam  beberapa organisasi 
diantaranya Pengurus HMJ Peradilan Agama Fakultas Syariah & Hukum  2014/2015, 
Pengurus HMJ Peradilan Agama Fakultas Syariah & Hukum 2015/2016,Pengurus 
PMII  (Pergerakan mahasiswa islam Indonesia) 2014-2015, Pengurus PMII Rayon 
UIN alauddin Makassar 2016- 2017,Pengurus Ikatan Penggigat Peradilan Semu  
(IPPS) 2015-2016,  dan menyelesaikan Studinya  di Fakultas Syariah dan Hukum 
Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2017. 
 
 
  
